
 



 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI 

DINAS KESEHATAN 
Jl. Jend. Sudirman No. 04 Telp (0482) 21202 Sinjai 

 

  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI 

NOMOR 111 TAHUN  2021 
 

TENTANG 
PENETAPAN RENCANA KERJA 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  

DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 

  
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI, 

  
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, perlu mengesahkan Rencana Kerja 
Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sinjai Tahun  2022; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas 
Kesehatan tentang Pengesahan Rencana Kerja Organisasi 

Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Tahun 
2022; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959  tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822; 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 3851); 

 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indoesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700) 

 
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indoesia Tahun 2011 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  5679); 
 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan   (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5601); 
 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 
 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
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Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 

97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4664); 

 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah an Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4815); 

 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 
 
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 
 
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6041); 
 

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1312); 
 

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
 

21. Peraturan Menteri Dal;am Negeri Nomor 40 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 615); 

 

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 
Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2010 Nomor 2); 

 

23.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis 
Masyarakat  (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 

2005 Nomor 8); 
 

24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162); 

 

25.Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 -2032 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34); 

 
 
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Pearaturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 
tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115); 

27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65); 
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28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93); 

 
 

29.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai 
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 

Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Nomor 129) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 
2021 NJomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sinjai Nomor 167); 

 
 

30.Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai 

Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 
2021 Nomor 18); 

 

31.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 
25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pearturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 
Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sinjai Nomor 152); 
 

32. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2002 
(Berita DaerahKabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17); 

 

33. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan 
Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai 
Tahun 2021 Nomor 47); 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan 

 
 

KESATU 
 

: 

 
 

: 
 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN 

KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 
 

Memutuskan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) 
Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Tahun 2022, selanjutnya 
disebut Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sinjai Tahun 2022 
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KEDUA : Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
Diktum KESATU memuat Tujuan, Sasaran, Program, 

Kegiatan, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 
Tahun 2022 dalam Rangka pelaksanaan urusan 

pemerintahan wajib sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas 
Kesehatan 

 
   
KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkam 
      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ditetapkan di Sinjai   
pada tanggal 7 September 2021                              
  

Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Sinjai, 

 
                                                  

 
 

Dr. Emmy Kartahara Malik, MARS 

Pangkat : Pembina  
NIP. 19780311 200502 2 002 

 
 

 
Tembusan Disampaikan Kepada Yth: 

1. Bupati Sinjai di Sinjai 
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai; 

3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai; 
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai; 

5. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai; 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas izinNYA sehingga penyusunan Rencana Kerja 

(RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. 

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 merupakan gambaran mengenai 

Program Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Tahun 2022, yang secara keseluruhan mengacu pada 

Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Indonesia Sehat serta Visi Misi Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sinjai yang termuat dalam Rencana Strategi Dinas Kesehatan Tahun 2019-2023  

Demi perbaikan ke depan, kritik, saran, tanggapan dan peran serta dari semua pihak sangatlah 

kami harapkan. 

Dengan kerendahan hati kami menghaturkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua 

pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Tahun 2022. 

Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

Kabupaten Sinjai 

 

Sinjai, 7 September 2021 

Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sinjai 

 

 

 

 

dr Emmy Kartahara Malik, MARS 

Pangkat : Pembina  

NIP : 19660328 200212 2 002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 

periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang 

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat.  

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa setiap 

SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman 

kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebagai Satuan Kerja Perangkat 

Daerah menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai tahun 2022. Renja Dinas 

Kesehatan adalah rencana kerja Dinas Kesehatan selama 1 tahun yang memuat program, kegiatan, 

lokasi dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsinya, 

yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Renja Dinas Kesehatan tahun 2022 yang telah disusun selanjutnya akan menjadi rujukan dalam 

penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2022 serta menjadi dasar dalam pelaksanaan Program 

Prioritas SKPD Dinas Kesehatan dalam kerangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sinjai 

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui 

forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil 

evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan 

Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah 

Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 

Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi 

serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya 

Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan 

kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang 

menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan 

SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sinjai. 
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1.2. Landasan Hukum 

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 adalah : 

a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959  tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822; 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4664);+ 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4890); 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
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Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah; 

k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Kota 

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Penganggaran, 

Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 577); 

n. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2); 

o. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45); 

p. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57); 

q. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 

2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018  

(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sinjai Nomor 81); 

r. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pererncanaan Pembangunan Daerah 

(Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sinjai Nomor 65); 

s. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sinjai Nomor 93); 

t. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor129), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
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2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167); 

u. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan 

Funsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 

2016 Nomor 58); 

v. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Penanggungjawab Sasaran Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Berita Daerah 

Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 13); 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Renja Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode 1 (satu) 

tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dilingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai dalam 

penyelenggaraan pembangunan daerah 

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai tahun 2022 adalah: 

a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, 

pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas 

Kesehatan  tahun 2022 

b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2022 

c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 

2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

d. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya sebagai salah satu 

pertimbangan dalam penentuan rencana program dan kegiatan Tahun 2022 

1.4. Sistematika Penyusunan 

Adapun sistematika penyajian dokumen rencana kerja (RENJA) ini antara lain : 

Bab I Pendahuluan 

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja  

Dinas Kesehatan, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami  

dengan baik. 

1.1. Latar Belakang 

Memuat tentang Renja Dinas Kesehatan, Proses Penyusunan Renja Dinas Kesehatan, 

Keterkaitan antara Renja Dinas Kesehatan dengan Dokumen RKPD dan Renstra Dinas 

Kesehatan. 
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1.2. Landasan Hukum 

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas 

Kesehatan Tahun 2022 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Kesehatan. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kesehatan, serta susunan garis 

besar isi dokumen. 

 

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu 

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Kesehatan Tahun lalu 

(tahun -2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas 

Kesehatan. 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan. 

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan 

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan 

prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Menjelaskan mengenai tujuan  

dan sasaran didasarkan atas rukusan isu - isu penting  

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan 

3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi  

bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan,  

uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. 

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah 

Bab V Penutup 

Menjelaskan catatan - catatan penting yang perlu mendapat perhatian  

baik dalam pelaksanaannya, kaidah - kaidah pelaksanaan dan rencana  

tindak lanjut 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas 

Kesehatan 

Dalam rangka memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2022 diperlukan evaluasi hasil 

capaian tahun 2020 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2021. Pada tahun 2020 Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sinjai melaksanakan sebanyak 6 (enam) program dengan rencana anggaran sebagaimana 

tertuang di dalam APBD sejumlah Rp   138,338,731,205,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga 

Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Rupiah). Dalam 

pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp.   

122,663,244,603,00 (Seratus dua puluh dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh 

empat ribu enam ratus tiga rupiah) atau sebesar 88,67%. Secara detail pelaksanaan untuk program-

program Dinas Kesehatan Tahun 2020 dapat diberikan gambaran sebagai berikut : 

1. Program Pelayanan Perkantoran 

Program Pelayanan Perkantoran dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja 

Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai. Indikator Kinerjanya adalah terwujudnya Kelancaran 

Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran dengan target program sebesar 100% dengan 

realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%. Program ini terdiri atas 14 

Kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Dinas Kesehatan dan bersifat rutin. 

Alokasi anggaran untuk melaksanakan 14 kegiatan ini sebesar Rp. 2.638.921.680,- terealisasi sebesar 

Rp. 2.194.880.700,- (83,17%).  

ü Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 

a. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan 

indikator output Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang memiliki STNK yang 

diperpanjang masa berlakunya dengan capaian indikator kinerja sebesar 11 unit (68.75%) 

dengan anggaran sebesar Rp. 15.300.000,- terserap sebesar Rp. 12.131.290,- atau sebesar 

79.29%. hal ini disebabkan  karena UP Untuk pengurusan STNK kendaraan dinas di akhir 

tahun tidak tersedia dan ada 5 kendaraan dinas (ambulance sumber dana DAK 2 unit dan 

sumber dana APBD Provinsi 3 unit) tidak terbit dokumen Hibahnya  s.d akhir tahun, 

sehingga keuangan tidak merekomendasikan untuk dibayarkan biaya pemeliharaannya. 

b. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah dengan indikator 

output Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti dengan capaian 

indikator kinerja 64.79 % dengan anggaran sebesar Rp. 109.082.000,- terserap 100%.  
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c. Kegiatan Pengadaaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan indikator output Jumlah 

kendaraan roda dua dan roda empat operasional program yang diadakan dengan capaian 

indikator kinerja 3 unit (75%) dengan anggaran sebesar Rp. 848.200.000,- terserap Rp. 

416.800.000,- atau sebesar 49.14%. hal ini disebabkan Penambahan pagu Pengadaan 

kendaraan dinas (Silva Tahun 2020) ada setelah perubahan anggaran di bulan November, 

untuk satu jenis kendaraan (ambulance) sudah tidak ada rekanan yg sanggup menyiapkan 

sehingga tidak bisa diadakan. Namun Silva kegiatan bersumber Dana DAK teranggarkan 

kembali di TA 2021 sehingga optimisnya pencapaian target kegiatan 100% dimungkinkan 

untuk tercapai secara signifikan diakhir periode renstra 

d. Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan indikator 

output Tersedianya biaya kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi serta bimtek. Kegiatan ini 

dihapus karena situasi Covid 19 tidak memungkinkan kegiatan ini terlaksana. Kegiatan 

sosialisasi dan bintek sebagai upaya peningkatan kapasitas dan wawasan tenaga kesehatan 

dilakukan melalui webinar ataupun melalui zoom meeting 

 

ü Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik. 

Kegiatan ini dicapai dengan indikator Waktu pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air 

dan listrik dalam setahun dengan capaian indikator kinerja 12 bulan dengan anggaran sebesar 

Rp. 312.771.780 terserap sebesar Rp. 311.797.044 atau sebesar 99.69% 

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan indikator output Terpeliharanya 

kebersihan kantor dengan capaian indikator kinerja 30 jenis alat kebersihan (100%) dengan 

anggaran sebesar Rp. 26.694.000,- terserap 100% 

c. Kegiatan Penyediaan Administrasi kesekretariatan dengan indikator output Tersedianya 

layanan ATK, Penggandaan, makan minum kantor dan administrasi perkantoran dengan 

capaian indikator kinerja 12 bulan (100%) dengan anggaran sebesar Rp. 519.835.900,- 

terserap Rp. 513.480.060.- atau sebesar 98.78% 

d. Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD dengan indikator output Dokumen laporan dan 

dokumen penerimaan pendapatan dan SPJ SKPD dengan capaian indikator kinerja 12 bulan 

(100%) dengan anggaran sebesar Rp. 109.893.000,- terserap Rp. 109.231.500,- atau sebesar 

99.40% 

e. Kegiatan Pengadaan Instalasi Air dengan indikator output Jumlah instalasi air yang terpasang 

di puskesmas dan jaringannya dengan capaian indikator kinerja 1 paket (100%) yang 
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diadakan di Puskesmas Manimpahoi dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- terserap Rp. 

79.882.000,- atau sebesar 99.85% 

f. Kegiatan Pengadaan Instalasi Listrik dengan indikator output Jumlah instalasi listrik yang 

terpasang dengan capaian indikator kinerja 1 unit (100%) yang diadakan di Puskesmas 

Samataring dengan anggaran sebesar Rp. 105.000.000,- terserap Rp. 104.060.000,- atau 

sebesar 99.10% 

g. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor dengan indikator output Jumlah unit 

gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala dengan capaian indikator kinerja 2 gedung 

(100%) yaitu gedung Dinas Kesehatan di Jalan Jend. Sudirman No.4 dan Gedung IFK di 

Jalan Persatuan Raya No. 104 dengan anggaran sebesar Rp. 305.000.000,- terserap Rp. 

304.940.000,- atau sebesar 99.98% 

h. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan indikator output 

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dengan capaian indikator kinerja 81 unit 

(100%) yang terdiri dari computer PC 16 unit, laptop/notebook 10 unit, LCD proyektor 3 unit 

dan printer 52 unit dengan anggaran sebesar Rp. 109.893.000,- terserap Rp. 109.231.500,- 

atau sebesar 99.40% 

i. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor dengan indikator output 

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara dengan capaian indikator kinerja 232 

unit (100%) yang terdiri dari AC split 44 unit, AC standing 34 unit, CCTV 108 unit, genset 1 

unit, Exhaust 6 unit, incinerator/IPAL 15 unit, mesin air 3 unit dan pemeliharaan lift IFK 2 

unit dengan anggaran sebesar Rp. 109.893.000,- terserap Rp. 109.231.500,- atau sebesar 

99.40% 

 

ü Realisasi program/kegiatan yang melebihi  target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 

a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional dengan indikator output 

Jumlah dan jenis kendaraan dinas Operasional dalam kondisi baik dan siap pakai dengan 

capaian indikator kinerja 12 unit (109%) dengan anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- terserap 

Rp. 89.982.000,- atau sebesar 99.98%. Kendaraan dinas operasional Dinas Kesehatan DD 

501 Z, DW 9064 D, DW 8017 D, DW 1061 D, DW 32 D, DW 9074 D, DD 8661 XX, DD 

9412 RZ, B 1779 FHX,B 1245 SHX, DD 256 AU ditambah  1 unit forklift yang dioperasikan 

di gudang IFK. 
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2. Program Kesehatan Masyarakat 

Program Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan Pelayanan 

Kesehatan Ibu Hamil dan ibu bersalin sesuai Standar. Program ini terdiri atas 1 (satu) Kegiatan yaitu 

Kegiatan Penyediaaan Biaya jaminan Persalinan (Jampersal) dengan indikator output Jumlah bulin 

yang mendapatkan biaya persalinan dengan capaian indikator kinerja 414 orang (7,17%) dengan 

anggaran sebesar Rp. 3.822.531.300,- terserap Rp. 355.798.900,- atau sebesar 9.31%. Realisasi 

anggaran yang sangat minim ini disebabkan karena Persalinan dan transport rujukan persalinan 

banyak menggunakan dana BPJS (UHC) sehingga Dana jampersal tidak digunakan, Begitu pula 

Penggunaan Operasional RTK berkurang karena COVID 19. 

Masih tingginya AKI dan AKB di Kabupaten Sinjai, dipengaruhi oleh multi faktor. Salah satunya 

adalah adanya keterlambatan rujukan dari pasien ibu hamil dan neonatal yang mengakibatkan 

lambatnya penanganan medis yang adekuat. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi lahirnya 

inovasi ini. Dimana, salah satu puskesmas di Kabupaten Sinjai terletak di Kecamatan Pulau 9 yang 

secara geografis sulit diakses. Pasien yang dengan kondisi emergency untuk dirujuk terkadang 

terkendala oleh adanya alat transportasi yang tidak tersedia atau iklim laut yang tidak memungkinkan 

bagi alat transportasi untuk menyeberang ke daratan membawa pasien ke rumah sakit untuk 

penanganan yang lebih intensif.  

Melihat fenomena diatas, maka lahirlah ide untuk mengembangkan Rumah Tunggu Kelahiran 

(RTK) yang disediakan untuk ibu bersalin, terutama ibu hamil dengan resiko tinggi dalam upaya 

percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Rumah 

Tunggu Kelahiran (RTK) adalah suatu tempat atau ruangan yang berada di dekat fasyankes 

(Poskesdes, Puskesmas, Rumah Sakit) yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi 

ibu hamil dan pendampingnya (suami / kader / keluarga) selama beberapa hari sebelum saat 

persalinan tiba dan beberapa hari dari daerah dengan akses sulit yang memiliki faktor resiko atau 

resiko tinggi. Rumah Tunggu Kelahiran ini bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan 

ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir sehingga terjadi peningkatan jumlah persalinan di 

fasilitas kesehatan serta menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi 

baru lahir 

Hingga saat ini, RTK Bahari masih terus berlanjut dan dikembangkan serta telah direplika oleh 

hampir seluruh puskesmas di Kabupaten Sinjai. Hal ini pun berdampak pada AKI dan AKB di 

Kabupaten Sinjai yang cenderung menurun. Adanya kerja sama dari beberapa lintas sektor mulai dari 

pemerintah setempat, kader dasa wisma dan masyarakat itu sendiri menunjukkan bahwa seluruh stake 

holder turut serta berkontribusi dalam menurunkan AKI dan AKB. Proses evaluasinya pun terus 
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dilakukan untuk menjamin penggunaan RTK tepat guna, tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. 

Sampai saat ini  ada beberapa Rumah Tunggu Kelahiran yang ada di Kabupaten Sinjai 

diantaranya adalah : 

1. RTK Kabupaten 

2. Puskesmas Pulau IX (RTK Bahari dan RTK Wisata Bahari) 

3. Puskesmas Manimpahoi ( RTK Sayang Bunda) 

4. Puskesmas Tengalembang (RTK Kasih Ibu) 

5. Puskesmas Manipi ( RTK Tassililu) 

6. Puskesmas Lappae (RTK Kuru’ Sumange) 

7. Puskesmas Mannanti (RTK Bunda Sehat) 

 

3. Program Upaya Pelayanan Kesehatan 

Program upaya pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan indikator Semua masyarakat  

mendapatkan pelayanan  kesehatan dasar dengan target capaian indicator program 100%. Program ini 

terdiri atas 14 Kegiatan. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 14 kegiatan ini sebesar Rp. 

105.055.726.067,- terealisasi sebesar Rp. 99.774.975.534,- (94.97%). Anggaran tersebut dialokasikan 

melalui 14  kegiatan yang kesemuanya telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang 

direncanakan, yang diuraikan sebagai berikut : 

a.  Kegiatan Survey dan pendampingan Reakreditasi Puskesmas dengan indikator output Jumlah 

puskesmas yang mempunyai sertifikat ReAkreditasi dengan capaian indikator kinerja 6 

puskesmas (100%) yaitu Puskesmas Lappadata, Samataring, Panaikang, Samaenre, Lappae, 

Borong dengan anggaran sebesar Rp. 775.906.314,- terserap Rp. 209.859.400,- atau sebesar 

27.05%. hal ini disebabkan Sesuai surat edaran dari Kemenkes nomor : HK.02.02/VI/3566/2020 

tentang Pemanfaatan DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas TA 2020. kegiatan yang dapat 

dilaksanakan hanya workshop pendukung implementasi akreditasi puskesmas dan pendampingan 

reakreditasi. Sedangkan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu kegiatan survei akreditasi 

yang mencakup  sekitar 60% dari Pagu Anggaran. Meskipun kegiatan Survei tidak dapat 

dilaksanakan, akan tetapi  tingkat kinerja pelayanan terkait Akreditasi khususnya dalam  

mempertahankan mutu pelayanan yang ada FKTP serta jaringannya tetap berjalan dan 

diupayakan dalam pelaksanaan baik internal maupun eksternal. 

b. Kegiatan Home Visit dan Home care dengan indikator output semua puskesmas melaksanakan 

Home visit dan Home care dengan capaian indikator kinerja 16 puskesmas (100%) dengan 

anggaran sebesar Rp. 4.416.569.500,- terserap Rp. 4.168.645.000,- atau sebesar 94.39%. realisasi 
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anggaran tidak terserap maksimal sebab Tenaga penerima insentif ada yang mengundurkan diri 

(resign) dan ada yang tidak aktif dalam beberapa bulan di kegiatan rutin puskesmas. akan tetapi 

kegiatan HVHC tetap berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Program home visit dan 

home care adalah salah satu kegiatan inovasi pemerintah Kabupaten Sinjai. Definisi Home Care 

adalah Pelayanan Kesehatan yang  dilakukan di rumah untuk meningkatkan dan mempertahankan 

kondisi kesehatan pasien secara berkesinambungan dan komprehensif menuju kemandirian dan 

terhindar dari akibat penyakit (kuratif dan rehabilitatif) yaitu pasien yang telah menjalani 

perawatan di Puskesmas dan Rumah Sakit. Sedangkan definisi Home Visit adalah kunjungan oleh 

tenaga kesehatan ketempat tinggal masyarakat, keluarga dan individu untuk mendata dan melihat 

keadaan yang sebenarnya dalam pelaksanaan program kesehatan (promotif dan preventif). 

Selama tahun  2020 pelayanan Home care sejumlah 5.381 dan kunjungan Home  visit sejumlah 

9.804.  

b. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas perairan (utang) dengan indikator output 

Jumlah puskesmas keliling perairan yang dibayarkan dengan capaian indikator kinerja  Jumlah 

puskesmas keliling perairan yang dibayarkan 0 unit (0%). Pada saat recofusing anggarannya 

dihapus sebab Berdasarkan rekomendasi kejaksaan untuk tidak dibayarkan sampai ada uji fungsi 

berikutnya 

c. Kegiatan rehabilitasi total/berat/sedang puskesmas dan pustu dengan indikator output Jumlah unit 

puskesmas dan pustu yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala dengan capaian indikator kinerja 

1 unit (100%) yang dilakukan pada Puskesmas Samataring dengan anggaran sebesar Rp. 

215.000.000,- terserap Rp. 214.762.500,- atau sebesar 99.89% 

d. Kegiatan pembangunan/penambahan ruang puskesmas dengan indikator output Jumlah unit 

gedung yang dibangun/tambah ruang dengan capaian indikator kinerja 2 unit (100%) yang 

dilakukan pada Puskesmas Tengalembang dan Puskesmas Bijinangka dengan anggaran sebesar 

Rp. 2.520.000.000,- terserap Rp. 2.384.898.500,- atau sebesar 94.64% 

e. Kegiatan Pembangunan/Rehab rumah dinas medis dengan indikator output Jumlah rumah dinas 

medis yang direhab dengan capaian indikator kinerja 7 unit (100%) yang dilaksanakan pada 

Rumah Dinas PuskesmasBorong Kompleks, Mannanti, Panaikang, Lappae, Samataring, 

Bulupoddo dan Pulau Sembilan  dengan anggaran sebesar Rp. 6.829.447.695,- terserap Rp. 

6.672.082.900,- atau sebesar 97.70% 

f. Kegiatan penyediaan biaya operasionl puskesmas (DAU) dengan indikator output Tersedianya 

Biaya Operasional dan pemeliharaan dalam dan luar gedung puskesmas dan jaringannya dengan 

capaian indikator kinerja 16 puskesmas (100%) dengan anggaran sebesar Rp. 3.512.075.164,- 

terserap Rp. 3.407.480.910,- atau sebesar 97.02% 
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g. Kegiatan penyediaan biaya operasional BOK sekunder kabupaten dengan indikator output 

Tersedianya bantuan operasional kesehatan UKM sekunder dalam mendukung pelayanan upaya 

kesehatan masyarakat primer di puskesmas dengan capaian indikator kinerja 1 Dinas (100%) 

dengan anggaran sebesar Rp. 2.390.456.350,- terserap Rp. 2.021.641.378,- atau sebesar 84.57%. 

Persentase penyerapan anggaran kegiatan ini rendah disebabkan karena adanya pandemi covid 19 

menyebabkan pelayanan luar gedung dan kegiatan pertemuan (off line) menjadi berkurang. 

Sehingga kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut tidak dapat dilaksanakan atau menjadi 

berkurang volume kegiatannya. Untuk kegiatan pertemuan dilakukan melalui zoom meeting 

h. Kegiatan penyediaan biaya puskesmas melalui jaminan kesehatan nasional dengan indikator 

output Tersedianya Biaya Operasional dan pemeliharaan JKN dalam dan luar gedung puskesmas 

dan jaringannya dengan capaian indikator kinerja 16 puskesmas (100%) dengan anggaran sebesar 

Rp. 18.977.423.623,- terserap Rp. 17.705.466.339,- atau sebesar 93.30% 

i. Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (UHC) dengan indikator output Terlaksananya integrasi 

jamkesda ke JKN dengan capaian indikator kinerja 16 puskesmas (100%) dengan anggaran 

sebesar Rp. 51.594.828.100,- terserap Rp. 51.483.178.600,- atau sebesar 99.78%. pada kegiatan 

ini terdapat bantuan/ dana sharing Provinsi untuk pembayaran premi Jaminan Kesehatan  

masyarakat miskin dan pembayaran premi jaminan kesehatan UHC (Universal Health Coverage) 

untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sinjai yang tidak memiliki jaminan kepesertaan lain. 

Kegiatan ini berdampak positif terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (Cakupan jumlah 

penduduk dengan jaminan Kesehatan). Jumlah jiwa yang dibayarkan preminya selama Tahun 

2020 sebanyak 118.919 orang 

j. Kegiatan Rumah Singgah Rujukan Pasien dengan indikator output Tersedianya rumah singgah 

pasien yang dirujuk dengan capaian indikator kinerja 2 unit (100%). Rumah singgah ini keduanya 

berlokasi di Makassar yaitu di BTN Wesabbe Blok C No 53 dan di BTN Wesabbe Blok C No 54 

dengan anggaran sebesar Rp. 582.233.860,- terserap Rp. 575367200,- atau sebesar 98.82%. 

kegiatan ini merupakan salah satu inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.  

Dalam menjalani pengobatan bagi pasien yang memerlukan penanganan di fasilitas pelayanan 

kesehatan tingkat lanjut, hampir semua pasien dinyatakan harus menginap. Banyak pasien yang 

batal dirujuk atau pulang paksa disebabkan tidak adanya biaya dan tidak ada Keluarga yang  

menjaga Serta keluarga yang ditinggalkan tidak ada yang menemani ,Tingkat  

Pengetahuan/Pemahaman terhadap Alur Pelayanan Ditingkat Rujukan dan bahasa Petugas yang 

tidak dimengerti oleh Pasien 

Olehnya itu Pemerintah kabupaten sinjai khususnya dinas Kesehatan kabupaten sinjai berinisiatif 

menyediakan rumah singgah pasien yang peruntukkan untuk pasien  BPJS Kelas 3 untuk 
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mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan rujukan 

bagi masyarakat secara terpadu, terintegrasi, sinergi dan holistik serta mampu mengurangi beban 

ganda masyarakat dalam hal pembiayaan kesehatan sehingga masyarakat mendapatkan akses 

pelayanan yang bermutu dan berkualitas 

Rumah singgah rujukan pasien ini bertujuan untuk  

ü Meringankan Beban pembiayaan pasien dan pendamping dirumah sakit Rujukan tingkat 

lanjut 

ü Mempermudah akses pasien dan pendamping yang dirujuk di rumah sakit tingkat lanjut. 

ü Mempermudah pasien mengakses pelayanan kesehatan yang direkomendasikan dokter rumah 

sakit rujukan tingkat lanjut untuk kontrol ulang, kecuali golongan pasien penyakit kronis. 

ü Menurunkan kasus komplikasi penyakit yang membutuhkan penanganan segera 

Kebijakan yang kami harapkan demi keberlangsungan inovasi ini adalah dukungan anggaran 

yang lebih dari pemerintah daerah untuk pengadaan Rumah Singgah Rujukan Pasien (menjadi 

asset tetap pemerintah) 

k. Kegiatan Penyelenggaraan Tim Public Safety Centre (PSC)  dengan indikator output 

Penyelenggaraan Public Safety Center (PSC) Dinas Kesehatan Kabupaten dengan capaian 

indikator kinerja 1 Dinas (100%) dengan anggaran sebesar Rp. 278.096.400,- terserap 100% 

Program PSC adalah salah satu kegiatan inovasi pemerintah Kabupaten Sinjai melalui kegiatan 

PSC ini diharapkan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu dan kegiatan P3K di seluruh 

Puskesmas dapat terlaksana. Selama tahun  2020 pelayanan Public Safety Centre sejumlah  1.652 

orang 

l. Kegiatan penyediaan  biaya operasional BOK UKM PRIMER(BOK PUSKESMAS) dengan 

indikator output Tersedianya bantuan operasional puskesmas dan jaringannya dengan capaian 

indikator kinerja 16 puskesmas (100%) dengan anggaran sebesar Rp. 12.752.915.779,- terserap 

Rp. 10.507.612.100,- atau sebesar 82.39%. Persentase penyerapan anggaran kegiatan ini rendah 

disebabkan karena adanya pandemi covid 19 menyebabkan pelayanan luar gedung dan kegiatan 

pertemuan (off line) menjadi berkurang. Sehingga kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut 

tidak dapat dilaksanakan atau menjadi berkurang volume kegiatannya. Untuk kegiatan pertemuan 

dilakukan melalui zoom meeting 

m. Kegiatan biaya operasional dukungan manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal dengan 

indikator output Tersedianya akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta 

bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan capaian indikator kinerja 16 puskesmas 

(100%) dengan anggaran sebesar Rp. 12.752.915.779,- terserap Rp. 10.507.612.100,- atau sebesar 
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82.39%. persentase penyerapan anggaran yang kurang ini juga disebabkan karena adanya 

pandemic covid 19 

 

4. Program  Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan 

Program kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan dimaksudkan untuk 

menjamin ketersediaan Sumber Daya Kesehatan (SDK) sesuai standar Pelayanan Minimal. dengan 

capaian indikator kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 17.188.319.042,- terserap Rp. 

15.965.700.398,- atau sebesar 92.89%. Sumber daya kesehatan yang dimaksud meliputi obat, bahan 

medis habis pakai, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan. Program ini terdiri dari 3 

kegiatan yang kesemuanya telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yang 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas dan Pustu dengan indikator 

output Terlaksananya Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan capaian indikator 

kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 3.454.035.002,- terserap Rp. 3.296.897.382,- atau 

sebesar 95.45%. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan ini berasal dari berbagai sumber 

anggaran meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) reguler dan 

penugasan dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT).  

b. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dengan indikator output Jumlah alat kesehatan yang 

diadakan dengan capaian indikator kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 13.494.375.040,- 

terserap Rp. 12.444.358.646,- atau sebesar 92.22% 

c. Kegiatan BOK Distribusi Obat dan E-Logistik dengan indikator output Jumlah paket obat yang 

siap didistribusikan dengan capaian indikator kinerja 16 puskesmas (100%) dengan anggaran 

sebesar Rp. 239.909.000,- terserap Rp. 224.444.370,- atau sebesar 93.55% 

5. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular hanya terdiri dari satu kegiatan . 

dengan capaian indikator kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 9.521.420.453,- terserap Rp. 

4.260.227.271,- atau sebesar 44.74%. serapan anggaran yang sangat kecil ini disebabkan oleh 

keterlambatan dalam penyelesaian administrasi (LPJ), sehingga yang dibayarkan hanya insentif Bulan 

Maret-Agustus 2021. Dan menjadi utang dan insentif bulan selanjutnya hingga Bulan Desember 

dibayarkan pada Tahun Anggaran 2021 

6. Program Pengadaan, Pemeliharaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 

Puskesmas/Pustu dan Jaringannya 

Program Pengadaan, Pemeliharaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 

Puskesmas/Pustu dan Jaringannya yang dimaksudkan adalah Pembangunan/rehabilitasi gedung 
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Labkesda. dengan capaian indikator kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 111.812.663,- 

terserap Rp. 111.661.800,- atau sebesar 99.87%. 

Secara umum seluruh stake holder yang berkaitan dengan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan 

telah bekerja maksimal namun berkurangnya pencapaian indicator kinerja dan pemanfaatan pelayanan 

Kesehatan oleh masyarakat dan belum maksimalnya pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh petugas 

Kesehatan dan serapan anggaran kegiatan  karena adanya pandemi covid-19.  
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Tabel 2 1  

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2020 

 

Kode 

 Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program (outcome)/ 

Kegiatan (output) 

Target 

capaian 

kinerja 

Renstra s/d 

Tahun 2023 

Realisasi 

target 

kinerja 

hasil 

program 

dan 

keluaran 

kegiatan 

s/d dengan 

tahun 2019 

Target dan realisasi kinerja 

program dan keluaran 

kegiatan tahun lalu Tahun 

2020 
Target 

program/ 

kegiatan 

Renja 

tahun 

berjalan 

2021 

Perkiraan realisasi 

capaian target Renstra 

sampai dengan tahun 

berjalan 

Target 

Renja 

tahun 

2020 

Realisasi 

Renja 

tahun 

2020 

Tin

gkat 

Real

isasi 

(%) 

Realisasi 

capaian 

program 

dan 

kegiatan 

s/d tahun 

2021 

 Tingkat 

capaian 

realisasi 

target s/d 

tahun 

2021 (%) 

1 2 3 4 5 6 7 
8=7/

6 
9 

10 = 5 + 7 

+ 9 
11 

      Urusan  Wajib                               

  
    

Bidang Urusan  

Kesehatan 
                              

1.01

.02 
01   

Program 

Pelayanan 

Perkantoran 

                              

    
00

2 

Penyediaan jasa 

komunikasi, 

sumber daya air 

dan listrik 

Waktu pemenuhan 

jasa komunikasi, 

sumber daya air dan 

listrik dalam setahun 

60 Bln 12 Bln 12 
Bul

an 
12 

Bul

an 
100 12 

Bul

an 
36 

Bul

an 

                           

60.00  

    
00

6 

Penyediaan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan 

kendaraan 

dinas/operasional 

Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang memiliki STNK 

yang diperpanjang 

masa berlakunya 

55 
 

Unit 
16 

 

Unit 
11 Unit 12 Unit 

         

109.

09  

7 Unit 35 Unit 
                           

63.64  

    
00

8 

Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor 

Terpeliharanya 

kebersihan kantor 
25 

Ged

ung 
5 

Ged

ung 
5 

Ged

ung 
5 

Ged

ung 
100 5 

Ged

ung 
15 

Ged

ung 

                           

60.00  



17 
 

Kode 

 Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program (outcome)/ 

Kegiatan (output) 

Target 

capaian 

kinerja 

Renstra s/d 

Tahun 2023 

Realisasi 

target 

kinerja 

hasil 

program 

dan 

keluaran 

kegiatan 

s/d dengan 

tahun 2019 

Target dan realisasi kinerja 

program dan keluaran 

kegiatan tahun lalu Tahun 

2020 
Target 

program/ 

kegiatan 

Renja 

tahun 

berjalan 

2021 

Perkiraan realisasi 

capaian target Renstra 

sampai dengan tahun 

berjalan 

Target 

Renja 

tahun 

2020 

Realisasi 

Renja 

tahun 

2020 

Tin

gkat 

Real

isasi 

(%) 

Realisasi 

capaian 

program 

dan 

kegiatan 

s/d tahun 

2021 

 Tingkat 

capaian 

realisasi 

target s/d 

tahun 

2021 (%) 

1 2 3 4 5 6 7 
8=7/

6 
9 

10 = 5 + 7 

+ 9 
11 

    
01

9 

Pelayanan 

Administrasi 

Kesekretariatan 

Tersedianya layanan 

ATK, Penggandaan, 

makan minum kantor 

dan administrasi 

perkantoran 

60 Bln 12 Bln 12 
Bul

an 
12 

Bul

an 
100 12 

Bul

an 
36 

Bul

an 

                           

60.00  

    
02

0 

Pengelolaan 

Keuangan SKPD 

Dokumen laporan dan 

dokumen penerimaan 

pendapatan dan SPJ 

SKPD 

60 

Dok

ume

n 

12 

Dok

ume

n 

12 

Dok

ume

n 

12 

Dok

ume

n 

100 12 

Dok

ume

n 

36 

Dok

ume

n 

                           

60.00  

    
02

2 

Rapat -rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi Dalam 

dan Luar Daerah 

Rapat koordinasi dan 

konsultasi dalam dan 

luar daerah yang 

diikuti 

1046 kali 175 kali 
         

71  
kali 46 kali 

           

64.7

9  

15

8 
kali 

37

9 
kali 

                           

36.23  

    
04

4 

Pengadaan 

Kendaraan 

dinas/operasional 

Jumlah kendaraan 

roda dua dan roda 

empat operasional 

program yang 

diadakan 

32 Unit 10 Unit 4 Unit 3 Unit 75 2 Unit 15 Unit 
                           

46.88  

    
05

0 

Pengadaan 

instalasi air 

Jumlah instalasi air 

yang terpasang di 

puskesmas dan 

jaringannya 

5 Unit 1   1 
pak

et 
1 

pak

et 
100 0 Unit 2 

pak

et 

                                

-    
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Kode 

 Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program (outcome)/ 

Kegiatan (output) 

Target 

capaian 

kinerja 

Renstra s/d 

Tahun 2023 

Realisasi 

target 

kinerja 

hasil 

program 

dan 

keluaran 

kegiatan 

s/d dengan 

tahun 2019 

Target dan realisasi kinerja 

program dan keluaran 

kegiatan tahun lalu Tahun 

2020 
Target 

program/ 

kegiatan 

Renja 

tahun 

berjalan 

2021 

Perkiraan realisasi 

capaian target Renstra 

sampai dengan tahun 

berjalan 

Target 

Renja 

tahun 

2020 

Realisasi 

Renja 

tahun 

2020 

Tin

gkat 

Real

isasi 

(%) 

Realisasi 

capaian 

program 

dan 

kegiatan 

s/d tahun 

2021 

 Tingkat 

capaian 

realisasi 

target s/d 

tahun 

2021 (%) 

1 2 3 4 5 6 7 
8=7/

6 
9 

10 = 5 + 7 

+ 9 
11 

    
05

1 

Pengadaan 

instalasi listrik 

Jumlah instalasi listrik 

yang terpasang 
5 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100 0 Unit 2 Unit 

                           

40.00  

    
05

9 

Pemeliharaan 

Rutin/berkala 

gedung kantor 

Jumlah unit gedung 

kantor yang dipelihara 

rutin/berkala 

25 
Ged

ung 
3 

Ged

ung 
2 Unit 2 Unit 100 1 unit 6 Unit 

                           

24.00  

    
06

1 

Pemeliharaan 

Rutin/berkala 

Kendaraan Dinas 

/Operasional 

Jumlah dan jenis 

kendaraan dinas 

Operasional dalam 

kondisi baik dan siap 

pakai 

80 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 100 9 Unit 33 Unit 
                           

41.25  

    
06

3 

Pemeliharaan 

Rutin/berkala 

perlengkapan 

gedung kantor 

Jumlah perlengkapan 

gedung kantor yang 

dipelihara 

563 Unit 181 Unit 
23

2 
Unit 

23

2 
Unit 100 50 Unit 

46

3 
Unit 

                           

82.24  

    
06

5 

Pemeliharaan 

Rutin/berkala 

peralatan gedung 

kantor 

Jumlah peralatan 

gedung kantor yang 

dipelihara 

529 Unit 211 Unit 81 Unit 81 Unit 100 77 Unit 
36

9 
Unit 

                           

69.75  

    
09

6 

Bimbingan Teknis 

Implementasi 

peraturan 

perundang-

Tersedianya biaya 

kontribusi kursus, 

pelatihan, sosialisasi 

serta bimtek 

178 Org 80 Org 80 
Ora

ng 
0 

Ora

ng 
0 6 

oran

g 
86 

Ora

ng 

                           

48.31  
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Kode 

 Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program (outcome)/ 

Kegiatan (output) 

Target 

capaian 

kinerja 

Renstra s/d 

Tahun 2023 

Realisasi 

target 

kinerja 

hasil 

program 

dan 

keluaran 

kegiatan 

s/d dengan 

tahun 2019 

Target dan realisasi kinerja 

program dan keluaran 

kegiatan tahun lalu Tahun 

2020 
Target 

program/ 

kegiatan 

Renja 

tahun 

berjalan 

2021 

Perkiraan realisasi 

capaian target Renstra 

sampai dengan tahun 

berjalan 

Target 

Renja 

tahun 

2020 

Realisasi 

Renja 

tahun 

2020 

Tin

gkat 

Real

isasi 

(%) 

Realisasi 

capaian 

program 

dan 

kegiatan 

s/d tahun 

2021 

 Tingkat 

capaian 

realisasi 

target s/d 

tahun 

2021 (%) 

1 2 3 4 5 6 7 
8=7/

6 
9 

10 = 5 + 7 

+ 9 
11 

undangan 

1.01

.02 
14 

  

Program 

Kesehatan 

Masyarakat 

                              

    
08

2 

Penyediaaan Biaya 

jaminan Persalinan 

(Jampersal) 

Jumlah bulin yang 

mendapatkan biaya 

persalinan 

6429 
oran

g 
533 

oran

g 

57

75 

oran

g 

41

4 

oran

g 

             

7.17  

24

0 

oran

g 

11

87 

oran

g 

                           

18.46  

1.01

.02 
15   

Program Upaya 

Pelayanan 

Kesehatan 

                              

    
00

1 

Survey dan 

pendampingan 

ReAkreditasi 

Puskesmas 

Jumlah puskesmas 

yang mempunyai 

sertifikat ReAkreditasi 

30 
Pus

k 
4 

Pus

k 
6 

Pus

k 
6 

Pus

k 
100 6 

pus

k 
16 

Pus

k 

                           

53.33  

    
01

0 

Home visit dan 

Home care 

semua puskesmas 

melaksanakan Home 

visit dan Home care 

80 
Pus

k 
16 

Pus

k 
16 

Pus

k 
16 

Pus

k 
100 16 

pus

k 
48 

Pus

k 

                           

60.00  

    
01

1 

Pengadaan sarana 

dan prasarana 

puskesmas 

perairan (Utang) 

Jumlah puskesmas 

keliling perairan yang 

dibayarkan 

1 unit 1 unit 1 unit 0 unit 0 0 Unit 1 unit 
                         

100.00  
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Kode 

 Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program (outcome)/ 

Kegiatan (output) 

Target 

capaian 

kinerja 

Renstra s/d 

Tahun 2023 

Realisasi 

target 

kinerja 

hasil 

program 

dan 

keluaran 

kegiatan 

s/d dengan 

tahun 2019 

Target dan realisasi kinerja 

program dan keluaran 

kegiatan tahun lalu Tahun 

2020 
Target 

program/ 

kegiatan 

Renja 

tahun 

berjalan 

2021 

Perkiraan realisasi 

capaian target Renstra 

sampai dengan tahun 

berjalan 

Target 

Renja 

tahun 

2020 

Realisasi 

Renja 

tahun 

2020 

Tin

gkat 

Real

isasi 

(%) 

Realisasi 

capaian 

program 

dan 

kegiatan 

s/d tahun 

2021 

 Tingkat 

capaian 

realisasi 

target s/d 

tahun 

2021 (%) 

1 2 3 4 5 6 7 
8=7/

6 
9 

10 = 5 + 7 

+ 9 
11 

    
02

2 

Rehabilitasi 

Total/Berat/Sedang 

Puskesmas dan 

Pustu 

Jumlah unit 

puskesmas dan pustu 

yang dilakukan 

pemeliharaan 

rutin/berkala 

20 unit 8 unit 1 unit 1 unit 100 3 Unit 12 unit 
                           

60.00  

    
02

3 

Pembangunan 

/penambahan 

ruang puskesmas 

Jumlah unit gedung 

yang dibangun/tambah 

ruang 

16 unit 2 unit 2 unit 2 unit 100 3 unit 7 unit 
                           

43.75  

    
02

5 

Pemb/rehab rumah 

dinas medis 

Jumlah rumah dinas 

medis yang direhab 
19 unit 3 unit 7 unit 7 unit 100 2 unit 12 unit 

                           

63.16  

    
03

9 

Penyediaan biaya 

operasional 

puskesmas (DAU) 

Tersedianya Biaya 

Operasional dan 

pemeliharaan dalam 

dan luar gedung 

puskesmas dan 

jaringannya 

80 
Pus

k 
16 

Pus

k 
16 

Pus

k 
16 

Pus

k 
100 16 

Pus

k 
48 

Pus

k 

                           

60.00  

    
04

0 

Penyediaan biaya 

operasional BOK 

sekunder 

Kabupaten (BOK 

Kabupaten) 

Tersedianya bantuan 

operasional kesehatan 

UKM sekunder dalam 

mendukung pelayanan 

upaya kesehatan 

masyarakat primer di 

puskesmas 

5 
Pak

et 
1 

Pak

et 
1 

Pak

et 
1 

Pak

et 
100 1 

Pak

et 
3 

Pak

et 

                           

60.00  



21 
 

Kode 

 Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program (outcome)/ 

Kegiatan (output) 

Target 

capaian 

kinerja 

Renstra s/d 

Tahun 2023 

Realisasi 

target 

kinerja 

hasil 

program 

dan 

keluaran 

kegiatan 

s/d dengan 

tahun 2019 

Target dan realisasi kinerja 

program dan keluaran 

kegiatan tahun lalu Tahun 

2020 
Target 

program/ 

kegiatan 

Renja 

tahun 

berjalan 

2021 

Perkiraan realisasi 

capaian target Renstra 

sampai dengan tahun 

berjalan 

Target 

Renja 

tahun 

2020 

Realisasi 

Renja 

tahun 

2020 

Tin

gkat 

Real

isasi 

(%) 

Realisasi 

capaian 

program 

dan 

kegiatan 

s/d tahun 

2021 

 Tingkat 

capaian 

realisasi 

target s/d 

tahun 

2021 (%) 

1 2 3 4 5 6 7 
8=7/

6 
9 

10 = 5 + 7 

+ 9 
11 

    
04

1 

Penyediaan biaya 

operasional 

puskesmas melalui 

JKN 

Tersedianya Biaya 

Operasional dan 

pemeliharaan JKN 

dalam dan luar gedung 

puskesmas dan 

jaringannya 

80 

Pus

k/ 

Pust

u/ 

Pos

kesd

es 

16 

Pus

k/ 

Pust

u/ 

Pos

kesd

es 

16 
Pus

k 
16 

Pus

k 
100 16 

Pus

k 
48 

Pus

k 

                           

60.00  

    
04

7 

Jaminan Kesehatan 

Nasional         ( 

UHC ) 

Terlaksananya 

integrasi jamkesda ke 

JKN 

80 
Pus

k 
16 % 16 

Pus

k 
16 

Pus

k 
100 16 

Pus

k 
48 

Pus

k 

                           

60.00  

    
06

3 

Rumah Singgah 

Rujukan Pasien 

Tersedianya rumah 

singgah pasien yang 

dirujuk 

11 unit 3 unit 2 unit 2 unit 100 2 Unit 7 unit 
                           

63.64  

    
06

5 

Penyelenggaraan 

TimPublic Safety 

Center (PSC) 

Penyelenggaraan 

Public Safety Center 

(PSC) Dinas 

Kesehatan Kab. Sinjai 

85 
Tim 

PSC 
17 

Tim 

PSC 
17 

Tim 

PSC 
17 

Tim 

PSC 
100 17 

Tim 

PSC 
51 

Tim 

PSC 

                           

60.00  

    
06

9 

Penyediaan Biaya 

Operasional BOK 

UKM 

PRIMER(BOK 

PUSKESMAS) 

Tersedianya bantuan 

operasional puskesmas 

dan jaringannya 

80 
Pus

k 
16 

Pus

k 
16 

Pus

k 
16 

Pus

k 
100 16 

Pus

k 
48 

Pus

k 

                           

60.00  
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Kode 

 Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program (outcome)/ 

Kegiatan (output) 

Target 

capaian 

kinerja 

Renstra s/d 

Tahun 2023 

Realisasi 

target 

kinerja 

hasil 

program 

dan 

keluaran 

kegiatan 

s/d dengan 

tahun 2019 

Target dan realisasi kinerja 

program dan keluaran 

kegiatan tahun lalu Tahun 

2020 
Target 

program/ 

kegiatan 

Renja 

tahun 

berjalan 

2021 

Perkiraan realisasi 

capaian target Renstra 

sampai dengan tahun 

berjalan 

Target 

Renja 

tahun 

2020 

Realisasi 

Renja 

tahun 

2020 

Tin

gkat 

Real

isasi 

(%) 

Realisasi 

capaian 

program 

dan 

kegiatan 

s/d tahun 

2021 

 Tingkat 

capaian 

realisasi 

target s/d 

tahun 

2021 (%) 

1 2 3 4 5 6 7 
8=7/

6 
9 

10 = 5 + 7 

+ 9 
11 

    
07

0 

Penyediaan Biaya 

Operasional 

dukungan 

manajemen BOK 

Kab/Kota dan 

Jampersal 

Tersedianya akses 

pelayanan kesehatan 

bagi ibu hamil, 

bersalin dan nifas serta 

bayi baru lahir ke 

fasilitas pelayanan 

kesehatan 

2 
Pak

et 
1 

Pak

et 
1 

Pak

et 
1 

Pak

et 
100 0 

pak

et 
2 

Pak

et 

                         

100.00  

1.01

.02 
16   

Kefarmasian, 

Alat Kesehatan 

dan Sumber Daya 

Manusia 

Kesehatan 

                              

    
02

6 

Pengadaan Obat 

dan Perbekalan 

Kesehatan di 

Puskesmas dan 

Pustu 

Terlaksananya 

Pengadaan Obat dan 

Perbekalan Kesehatan 

5 
Pak

et 
1 

Pak

et 
1 

Pak

et 
1 

Pak

et 
100 1 

Pak

et 
3 

Pak

et 

                           

60.00  

    
03

3 

Pengadaan Alat 

Kesehatan 

Jumlah alat kesehatan 

yang diadakan 
5 

Pak

et 
1 

Pak

et 
1 

Pak

et 
1 

Pak

et 
100 1 

Pak

et 
3 

Pak

et 

                           

60.00  

    
03

5 

BOK Distribusi 

obat dan E-

Logistik 

Jumlah paket obat 

yang siap 

didistribusikan 

80 
Pus

k 
16 

Pus

k 
16 

Pus

k 
16 

Pus

k 
100 16 

Pus

k 
48 

Pus

k 

                           

60.00  
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Kode 

 Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program (outcome)/ 

Kegiatan (output) 

Target 

capaian 

kinerja 

Renstra s/d 

Tahun 2023 

Realisasi 

target 

kinerja 

hasil 

program 

dan 

keluaran 

kegiatan 

s/d dengan 

tahun 2019 

Target dan realisasi kinerja 

program dan keluaran 

kegiatan tahun lalu Tahun 

2020 
Target 

program/ 

kegiatan 

Renja 

tahun 

berjalan 

2021 

Perkiraan realisasi 

capaian target Renstra 

sampai dengan tahun 

berjalan 

Target 

Renja 

tahun 

2020 

Realisasi 

Renja 

tahun 

2020 

Tin

gkat 

Real

isasi 

(%) 

Realisasi 

capaian 

program 

dan 

kegiatan 

s/d tahun 

2021 

 Tingkat 

capaian 

realisasi 

target s/d 

tahun 

2021 (%) 

1 2 3 4 5 6 7 
8=7/

6 
9 

10 = 5 + 7 

+ 9 
11 

1.01

.02 
17 

  

Program 

Pencegahan dan 

Pengendalian 

Penyakit Menular 

                              

    
03

4 

Insentif Tenaga 

Kesehatan 

Penanganan Covid 

19 

Jumlah nakes yang 

bertugas melakukan 

penanganan Covid 19 

di RSUD, Puskesmas 

dan Dinkes yang 

menerima Insentif 

3200 org 0 org 
80

0 
org 

80

0 
org 100 

80

0 
org 

16

00 
org 

                           

50.00  

1.01

.02 
41   

Program 

Pengadaan, 

Pemeliharaan, 

Peningkatan dan 

Perbaikan Sarana 

dan Prasarana 

Puskesmas/Pustu 

dan Jaringannya 

                              

    
01

7 

Pembangunan/reha

bilitasi gedung 

Labkesda 

Jumlah gedung 

Labkesda yang 

memenuhi standar 

kelayakan 

1 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100 0 unit 1 unit 
                         

100.00  
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    034 
Insentif Tenaga Kesehatan 

Penanganan Covid 19 

Jumlah nakes yang bertugas 

melakukan penanganan Covid 19 di 

RSUD, Puskesmas dan Dinkes yang 

menerima Insentif 

3200 org 0 org 800 org 800 org 100 800 org 1600 org 
                           

50.00  

1.01.02 41   

Program Pengadaan, 

Pemeliharaan, Peningkatan 

dan Perbaikan Sarana dan 

Prasarana Puskesmas/Pustu 

dan Jaringannya 

                              

    017 
Pembangunan/rehabilitasi 

gedung Labkesda 

Jumlah gedung Labkesda yang 

memenuhi standar kelayakan 
1 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100 0 unit 1 unit 

                         

100.00  

                                      

                   

                   

                    

  
  065 

Penyelenggaraan TimPublic 

Safety Center (PSC) 

Penyelenggaraan Public Safety 

Center (PSC) Dinas Kesehatan Kab. 

Sinjai 

85 Tim PSC 17 
Tim 

PSC 
17 Tim PSC 17 Tim PSC 100 17 Tim PSC 51 Tim PSC 

                           

60.00  

    069 

Penyediaan Biaya Operasional 

BOK UKM PRIMER(BOK 

PUSKESMAS) 

Tersedianya bantuan operasional 

puskesmas dan jaringannya 
80 Pusk 16 Pusk 16 Pusk 16 Pusk 100 16 Pusk 48 Pusk 

                           

60.00  

    070 

Penyediaan Biaya Operasional 

dukungan manajemen BOK 

Kab/Kota dan Jampersal 

Tersedianya akses pelayanan 

kesehatan bagi ibu hamil, bersalin 

dan nifas serta bayi baru lahir ke 

fasilitas pelayanan kesehatan 

2 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 0 paket 2 Paket 
                         

100.00  

1.01.02 16   

Kefarmasian, Alat 

Kesehatan dan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

                              

    026 

Pengadaan Obat dan 

Perbekalan Kesehatan di 

Puskesmas dan Pustu 

Terlaksananya Pengadaan Obat dan 

Perbekalan Kesehatan 
5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 3 Paket 

                           

60.00  

    033 Pengadaan Alat Kesehatan Jumlah alat kesehatan yang diadakan 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 3 Paket                            
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60.00  

    035 
BOK Distribusi obat dan E-

Logistik 

Jumlah paket obat yang siap 

didistribusikan 
80 Pusk 16 Pusk 16 Pusk 16 Pusk 100 16 Pusk 48 Pusk 

                           

60.00  

1.01.02 17 

  

Program Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit 

Menular 

                              

 

 

                   

                   

                   

                   

                   

                    

 

    096 

Bimbingan Teknis 

Implementasi peraturan 

perundang-undangan 

Tersedianya biaya kontribusi kursus, 

pelatihan, sosialisasi serta bimtek 
178 Org 80 Org 80 Orang 0 Orang 0 6 orang 86 Orang 

                           

48.31  

1.01.02 14 
  

Program Kesehatan 

Masyarakat 
                              

    082 
Penyediaaan Biaya jaminan 

Persalinan (Jampersal) 

Jumlah bulin yang mendapatkan 

biaya persalinan 
6429 orang 533 orang 5775 orang 414 orang 

             

7.17  
240 orang 1187 orang 

                           

18.46  

1.01.02 15   
Program Upaya Pelayanan 

Kesehatan 
                              

    001 

Survey dan pendampingan 

ReAkreditasi 

Puskesmas 

Jumlah puskesmas yang mempunyai 

sertifikat ReAkreditasi 
30 Pusk 4 Pusk 6 Pusk 6 Pusk 100 6 pusk 16 Pusk 

                           

53.33  

    010 Home visit dan Home care 
semua puskesmas melaksanakan 

Home visit dan Home care 
80 Pusk 16 Pusk 16 Pusk 16 Pusk 100 16 pusk 48 Pusk 

                           

60.00  
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    011 

Pengadaan sarana dan 

prasarana puskesmas perairan 

(Utang) 

Jumlah puskesmas keliling perairan 

yang dibayarkan 
1 unit 1 unit 1 unit 0 unit 0 0 Unit 1 unit 

                         

100.00  

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                    

 



  

 

 

 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan 

 

Esensi pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan dengan 

menggunakan program/kegiatan dan sumber daya anggaran untuk mencapai rumusan perubahan pada 

level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan pembangunan berbasis kinerja sejalan dengan 

prinsip good governance dengan pilarnya akuntabilitas yang akan menunjukkan pemenuhan tugas dan 

mandat suatu instansi dalam pelayanan publik yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat. Pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam 

memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah tercapai.  

Indikator yang digunakan untuk mengetahui capaian upaya-upaya kesehatan yang telah 

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai selama Tahun 2020 adalah Indikator Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan  sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

: 43 Tahun 2016 dan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Permendagri 18 Tahun 2020 

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 

Pelayanan Kesehatan ibu hamil diukur dengan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal 

sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang di anjurkan 

adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada 

triwulan ketiga umur kehamilan. 

 

Tabel 2 2 

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2018-2020 

 

NO URAIAN SATUAN 

TAHUN 

2018 2019 2020 

1 

Jumlah Ibu Hamil yang 

mendapat pelayanan 

antenatal sesuai standar 

Orang 4,077 4241 4241 

2 jumlah sasaran ibu hamil Orang 4,614 4461 4671 

3 Cakupan % Persen 88.36 95.07 90.79 

 



  

 

Tabel 2.2 menunjukkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  mengalami fluktuasi dari tahun ke 

tahun, pada tahun 2018 sebesar 88,36%, pada tahun 2019 95,1% turun  menjadi 90,79 % pada Tahun 

2020.  

Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi yang ditangani Ibu hamil, meliputi  ibu bersalin dan 

nifas dengan komplikasi yang ditangani dan  mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tingkat 

pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, 

RSIA/RSB, RSU PONEK). 

Komplikasi yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang 

dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi.Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu 

dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat 

penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan 

dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, 

RSU PONEK) 

Standar minimal cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi yang ditangani sesuai dengan 

Permenkes 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan adalah 

sebesar 100 %. 

Tabel 2 3  

Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi yang Ditangani Tahun 2016-2020 

 

Table 2.3 menunjukkan bahwa cakupan komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan 

definitif mengalami peningkatan dari 94,95% pada tahun 2016 menjadi 116,7% pada tahun 2017. 

Tingginya cakupan ini disebabkan oleh karena penentuan sasaran dari ibu dengan komplikasi dalam 

satu kurung waktu menggunakan angka proyeksi.Akan tetapi di Tahun 2020 mengalami penurunan 

yang cukup signifikan yaitu hanya mencapai 72,5% yang arinya dari 934 Ibu Hamil yang mengalami 

komplikasi kebidanan hanya 677 orang Ibu Hamil yang mendapat penanganan. 

N

O 
INDIKATOR SATUAN 

TAHUN 

2016 2017 201a8 2019 2020 

1 

∑ komplikasi kebidanan yg 

mendapat penanganan difenitif 

di satu wilayah kerja pada 

kurun waktu tertentu 

Orang 899 1.050 837 792 677 

2 

∑ ibu dgn komplikasi  

kebidanan di satu wilayah kerja 

pada kurun waktu yg sama  

Orang 947 900 905 892 934 

3 Rasio 
Persen 

94,95 116,7 92,5 88,8 72,5 



  

 

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 

Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu 

sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirka, pada penjelasan lain 

disebutkan  Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan 

atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan 

Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan 

atau persalinan dengan komplikasi. 

Ditilik dari fasilitas kesehatan untuk  melahirkan sesuai SPM ini yaitu meliputi Polindes, 

Poskesdes, Puskesmas, bidan praktek swasta/mandiri, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, 

balai kesehatan ibu dan anak, dan rumah sakit pemerintah maupun swasta. Standar pelayanan 

persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014. 

Capaian kinerja pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan 

ibu bersalin sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam  kurun waktu satu tahun. 

Capaian kinerja dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah 100 persen. Sehingga wajib 

mengusahakan minimal 100% ibu melahirkan mendapat pelayanan persalinan sesuai standar di 

fasilitas kesehatan 

Tabel 2 4  

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2018-2020 

 

NO URAIAN SATUAN 

TAHUN 

2018 2019 2020 

1 

Jumlah ibu bersalin 

yang mendapatkan 

pelayanan persalinan 

sesuai standar 

Orang 4,025 4254 4332 

2 
Jumlah sasaran ibu 

bersalin 
Orang 4,054 4250 4460 

3 Cakupan % Persen 99.28 100.09 97.13 

 

 

Standar minimal cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang 

memiliki kompetensi kebidanan sesuai dengan Permenkes 743 tahun 2008 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan adalah sebesar 90%.  Tabel 2.4 menunjukkan bahwa 



  

 

capaian pertolongan persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi 

kebidanan periode 2018 – 2020 telah mencapai target yang ditetapkan walaupun memiliki 

kecendrungan (trend) yang berfluktuasi. 

 

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada 

bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh 

Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda 

Register (STR). 

Pelayanan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Polindes, Poskesdes, Puskesmas, 

Bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, 

rumah sakit pemerintah maupun swasta), Posyandu dan atau kunjungan rumah  

 

Tabel 2 5  

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2018-2020 
 

NO URAIAN SATUAN 

TAHUN 

2018 2019 2020 

1 

Jumlah Bayi baru lahir 

usia lebih dari 28 hari 

yang mendapat pelayanan 

kesehatan bayi baru lahir 

sesuai dengan standar 

Orang 4,054 4194 4298 

2 
Jumlah sasaran bayi baru 

lahir 
Orang 4,128 4017 4244 

3 Cakupan % Persen 98.21 104.41 101.27 

 

 

Table 2.5 menunjukkan kinerja pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir.  Capaian pelayanan 

kesehatan bayi baru lahir berfluktuasi setiap tahun  

 

 

 



  

 

Tabel 2 6  

Jumlah Kematian Neonatal Berdasarkan Penyebab 
 

Penyebab Kematian Neonatal 2018 2019 2020 

BBLR 16 16 20 

Asfiksia 17 16 7 

Tetanus Neonatorum - - - 

Sepsis 1 3 3 

Kelainan Bawaan 1 4 4 

Lain-Lain 14 8 4 

Jumlah 49 47 38 

 

Table 2.6 menunjukkan bahwa jumlah kematian neonatal  dari Tahun 2018-2020 menurun. Perhatian 

terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal (umur 0-28 hari) menjadi penting karena 

kematian neonatal memberi kontribusi terhadap kematian bayi 

4. Pelayanan Kesehatan Balita 

Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12-59 bulan) yang memperoleh 

pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.Setiap anak umur 12-59 bulan memperoleh 

pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal 8 kali dalm setahun yang tercatat di 

kohort anak balita dan prasekolah, buku KIA/KMS, atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. 

Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan pertinggi atau panjang badan ( BB 

atau TB). Ditingkat masyarakat pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan perumur 

(BB/U) setiap bulan di posyandu , taman bermain, pos PAUD, taman penitipan anak dan taman 

kanak-kanak serta Raudatul athfal dll. Bila berat badan tidak naik dalam 2 bulan berturut-turut atau 

berat badan anak balita di bawah garis merah harus dirujuk ke sarana pelayanan kesehatan untuk 

menentukan gizinya dan upaya tindak lanjut. 

Pemantauan perkembangan meliputi penilaian perkembangan gerak kasar , gerak halus, 

bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar , daya lihat. Jika ada 

keluhan atau kecurigaan terhadap anak, dilakukan pemeriksaan untuk gangguan mental emosional, 

autisme serta gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas.Bila ditemukan penyimpangan atau 

gangguan perkembangan harus dilakukan rujukan kepada tenaga kesehatan yang lebih mamiliki 

kompetensi. 

 

 

 

 



  

 

Tabel 2 7  

Pelayanan Kesehatan Balita Tahun 2018-2020 

 

NO URAIAN SATUAN 

TAHUN 

2018 2019 2020 

1 

Jumlah Balita usia 12-59 

bulan yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan 

sesuai standar 

Orang 17,715 17,210 14,372 

2 
Jumlah balita usia 12-59 

bulan 
Orang 32,610 32,032 73,842 

3 Cakupan % Persen 54.32 53.73 19.46 

 

Tabel 2.7 menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan baita mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 

Penurunan ini disebabkan oleh karena sebagian Balita yang langsung mendapatkan pelayanan di 

klinik swasta tidak terlaporkan dalam wilayah kerja puskesmas. 

5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar 

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dilakukan melalui penjaringan kesehatan 

siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan setingkat. Penjaringan kesehatan siswa SD dan 

setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan setingkat 

melalui penjaringan kesehatan terhadap murid kelas 1 SD dan madrasah ibtidaiyah yang 

dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama guru, dokter kecil. 

Cakup pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah cakupan siswa SD dan 

setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/dokter 

kecil) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tabel 2 8  

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Tahun 2018-2020 
 

NO URAIAN SATUAN 

TAHUN 

2018 2019 2020 

1 

Jumlah anak usia 

pendidikan dasar yang 

mendapat pelayanan 

kesehatan sesuai standar 

Orang 6,009 8,649 1,393 

2 
jumlah semua anak usia 

pendidikan dasar 
Orang 6,368 10,416 4,158 

3 Cakupan % Persen 94.36 83.04 33.50 

 

 

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar mengalami 

penurunan dari tahun ke tahun. Terutama di masa pandemic hanya 33,50% hal ini disebabkan 

pelayanan luar gedung dan melibatkan banyak massa dibatasi/ditiadakan 

 

6. pelayanan kesehatan pada usia produktif 

Setiap Warga Negara usia 15 sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai 

sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam 

bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15 – 59 tahun di 

wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar 

meliputi edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana, dan skrining faktor risiko penyakit 

menular dan penyakit tidak menular 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tabel 2 9  

Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Tahun 2018-2020 
 

NO URAIAN SATUAN 

TAHUN 

2018 2019 2020 

1 

Jumlah orang usia 15-59 

tahun di kab/kota yang 

mendapat pelayanan 

skrining kesehatan sesuai 

standar 

Orang 17,029 36,247 15,618 

2 
jumlah orang usia 15-59 

tahun 
Orang 167,886 167,886 167,886 

3 Cakupan % Persen 10.14 21.59 9.30 

 

 

Tabel 2.9 menunjukkan bahwa pelayanan skrining kesehatan pada usia produktif sebelum 

masa pandemic meningkat secara signifikan. Pada Tahun 2018 10.14% meningkat menjadi 21.59% 

pada Tahun 2019. Pada masa pandemic pelayanan skrining kesehatan pada usia produktif menurun 

menjadi 9.30% pada Tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya pembatasan pelayanan yang melibatkan 

banyak massa 

 

7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut 

Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut 

sesuai standar. Pemeintah Daerah Tingkat Kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan 

dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar warga negara usia 60 tahun ke atas di 

wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar 

meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, dan skrining faktor risiko penyakit menular dan 

penyakit tidak menular 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tabel 2 10  

Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Tahun 2018-2020 
 

NO URAIAN SATUAN 

TAHUN 

2018 2019 2020 

1 

Jumlah warga negara berusia 60 tahun 

ke atas yang mendapat skrining 

kesehatan sesuai standar minimal 1 

kali 

Orang 9,749 11,960 9,745 

2 
jumlah semua warga negara berusia 

60 tahun atau lebih 
Orang 16,758 17,098 15,618 

3 Cakupan % Persen 58.18 69.95 62.40 

 

 

Table 2.10 menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan pada masyarakat usia lanjut yang 

berusia 60 tahun + dari tahun ke tahun berfluktuasi. Terutama di masa pandemic, 69.95% pada 

Tahun 2019 dan menurun menjadi 62.40 % pada Tahun 2020 

 

8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi 

Seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di 

wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai 

standar meliputi pengukuran tekanan darah dan edukasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tabel 2 11  

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Tahun 2018-2020 
 

NO URAIAN SATUAN 

TAHUN 

2018 2019 2020 

1 

Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun 

yang mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai standar 

Orang 6,396 7132 4021 

2 
jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 

15 tahun berdasarkan angka prevalensi 
Orang 51,040 57249 58976 

3 Cakupan % Persen 12.53 12.46 6.82 

 

 

Table 2.11 menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi dari tahun 

ke tahun mengalami penurunan. Terutama di masa pandemic, 12.53% pada Tahun 2018 dan 

menurun menjadi 6.82 % pada Tahun 2020 

 

9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM) 

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai 

standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya 

pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun wakt satu tahun. Pelayanan 14 Laporan SPM 

tahun 2019 kesehatan penderita diabetes sesuai standar meliputi pengukuran gula darah, edukasi, dan 

terapi farmakologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tabel 2 12  

Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus Tahun 2018-2020 
 

NO URAIAN SATUAN 

TAHUN 

2018 2019 2020 

1 
Jumlah DM yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar 
Orang 1,807 2,473 1,563 

2 
jumlah penderita DM berdasarkan 

angka Prevelansi 
Orang 11,584 2,519 2,594 

3 Cakupan % Persen 15.60 98.17 60.25 

 

 

Table 2.12 menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi dari tahun 

2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan. namun di masa pandemic, pelayanan ini tidak dapat 

dilakukan secara maksimal karena adanya pembatasan pelaksanaan kegiatan. 

 

10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat 

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada 

seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah 

kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi 

psikotik akut dan Skizofrenia meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tabel 2 13  

Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ Berat Tahun 2018-2020 
 

NO URAIAN SATUAN 

TAHUN 

2018 2019 2020 

1 

Jumlah ODGJ berat yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan 

jiwa sesuai standar 

Orang 237 383 443 

2 
jumlah ODGJ berat berdasarkan 

pendataan riil 
Orang 237 558 559 

3 Cakupan % Persen 100.00 68.64 79.25 

 

Table 2.13 menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan pada penderita ODGJ berat  dari tahun 

ke tahun mengalami Fluktuasi. 100% pada Tahun 2018 dan menurun menjadi 68.64 % pada Tahun 

2019 dan meningkat lagi 79.25% pada Tahun 2020 

 

11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis 

Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang 

terduga TBC di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan 

kesehatan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi pemeriksaan klinis, 

pemeriksaan penunjang, dan edukasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 14  

Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis Tahun 2018-2020 



  

 

 

NO URAIAN SATUAN 

TAHUN 

2018 2019 2020 

1 

Jumlah orang terduga TBC yang 

mendapatkan pelayanan TBC 

sesuai standar Fasyankes 

Orang 411 4000 1260 

2 jumlah orang terduga TBC Orang 665 7940 6170 

3 Cakupan % Persen 61.80 50.38 20.42 

 

Tabel 2.14 menunjukkan bahwa cakupan penemuan dan pengobatan penderita penyakit 

DBD pada tahun 2018 – 2020 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 61.80% pada Tahun 2018 

dan turun menjadi 20.42% pada Tahun 2020 

 

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada 

setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human 

Imunodeficiency Virus = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan 

kesehatan yang diberikan kepada orang dengan riisko terinfeksi virus HIV sesuai standar meliputi 

edukasi perilaku berisiko dan skrining. Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu:  

1. Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil. 

2. Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait 

TBC.  

3. Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan 

sedang mendapat pelayanan terkait IMS.  

4. Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai 

sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang 

atau jasa.  

5. Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks 

dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya 

(heteroseksual, homoseksual, atau biseksual). 



  

 

6. Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang 

berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga 

transeksual. 

7. Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan 

narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya.  

8. Warga Binaan Permasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan permasyarakatan 

Kementrian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap. 

 

Tabel 2 15  

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinveksi Virus HIV Tahun 2018-2020 

 

NO URAIAN SATUAN 

TAHUN 

2018 2019 2020 

1 

Jumlah orang dengan resiko 

terinveksi HIV yang mendapatkan 

pelayanan sesuai  standar di 

Fasyankes  

Orang 
         

8,660  

         

7,927  

           

5,288  

2 
jumlah estimasi orang dengan 

resiko ter inveksi HIV  
Orang 

         

8,660  

         

4,835  

         

10,841  

3 Cakupan % Persen 100.00 163.95 48.78 

 

Table 2.15 menunjukkan bahwa pelayanan pada penderita HIV semakin meningkat, namun 

di masa pandemic Tahun 2020 pelayanan di menurun signifikan menjadi 48.78%. Penyakit HIV ini 

sebagian besar diderita oleh laki-laki. Pada Tahun 2018 penderita Laki-laki sebanyak 19 orang dan 

perempuan 9 orang, Pada Tahun 2019 penderita Laki-laki sebanyak 22 orang dan perempuan 7 

orang, Pada Tahun 2020 penderita Laki-laki sebanyak 18 orang dan perempuan 2 orang, 



  

 

Tabel 2 16  

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Tahun 2020 
 

NO  Indikator SPM Bidang Kesehatan 
SPM/Standar 

Nasional 
 IKK 

 Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian   Proyeksi 
 Catatan 

Analisis Tahun 

2020 

Tahun 

2021 

Tahun 

2022 

Tahun 

2023 

Tahun 

2020 

Tahun 

2021 

Tahun 

2022 

Tahun 

2023 

I  Indikator SPM Bidang Kesehatan                       

1 Pelayanan Kesehatan ibu hamil 100%   100% 100% 100% 100% 90.79% 34.88% 100% 100%   

  

jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal 

sesuai standar                       

2 Pelayanan Kesehatan ibu bersalin 100%   100% 100% 100% 100% 97.13% 36.25% 100% 100%   

  

jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan 

persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan 

kesehatan                       

3 Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir 100%   100% 100% 100% 100% 101.27% 41.33% 100% 100%   

  

jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapat 

pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan 

standar                       

4 Pelayanan Kesehatan balita 100%   100% 100% 100% 100% 19.46% 13.89% 100% 100%   

  

jumlah balita usia 12 - 23 bulan + balita usia 24 - 35 

bulan + balita 36 - 59 bulan yang mendapat pelayanan 

sesuai standar                       

5 Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar 100%   100% 100% 100% 100% 33.50% 0 100% 100%   

  

jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat 

pelayanan kesehatan sesuai standar                       

6 pelayanan kesehatan pada usia produktif 100%   100% 100% 100% 100% 100% 3.61% 100% 100%   

  

jumlah orang usia 15 - 59 tahun yang mendapat 

pelayanan skrining kesehatan sesuai standar                       

7 pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100%   100% 100% 100% 100% 62.39% 24.69% 100% 100%   



  

 

NO  Indikator SPM Bidang Kesehatan 
SPM/Standar 

Nasional 
 IKK 

 Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian   Proyeksi 
 Catatan 

Analisis Tahun 

2020 

Tahun 

2021 

Tahun 

2022 

Tahun 

2023 

Tahun 

2020 

Tahun 

2021 

Tahun 

2022 

Tahun 

2023 

  

jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang 

mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 

kali dalam setahun                       

8 pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100%   100% 100% 100% 100% 6.81% 4.44% 100% 100%   

  

jumlah penderita hipertensi usia >= 15 tahun yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                       

9 pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM) 100%   100% 100% 100% 100% 60.25% 48.38% 100% 100%   

  

jumlah penderita diabetes melitus usia >= 15 tahun 

yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar                       

10 

pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa 

(ODGJ) berat 100%   100% 100% 100% 100% 79.24% 77.84% 
100% 100% 

  

  

jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan jiwa sesuai standar                       

11 pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 100%   100% 100% 100% 100% 20.42% 15.89% 100% 100%   

  

jumlah orang terduga tuberkulosis yang dilakukan 

pemeriksaan penunjang pelayanan kesehatan orang 

dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan                       

12 

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi 

HIV 100%   100% 100% 100% 100% 4.87% 33.19% 
100% 100% 

  

  

jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang 

mendapat pelayanan sesuai standar                       

                          

II  Indikator IKK Bidang Kesehatan                       

1 Persentase Puskesmas yang terakreditasi   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

                          

 



  

 

 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan 

 

Berdasarkan Gambaran capaian layanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai 

diperoleh gambaran permasalahan  yang dapat dikelompokkan menjadi : 

a. Pelayanan Kesehatan 

1. Jumlah kematian bayi, balita dan ibu melahirkan masih tinggi dan cenderung 

meningkat dari tahun ke tahun. 

2. Masih tingginya jumlah kasus gizi buruk dan gizi kurang pada bayi dan balita 

3. Masih tingginya angka kejadian  penyakit infeksi 

4.     Sistem informasi kesehatan yang belum berjalan optimal 

5. Rasio sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masih rendah 

b. Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 

1. Pemenuhan kebutuhan SDM di Puskesmas masih Rendah 

2. Ketersediaan Obat dan Bahan Medis habis Pakai belum Optimal (Ketersediaan 84%) 

3. Ketersediaan Alat  Kesehatan berdasarkan Standar Pemenuhan masih Rendah 

(Ketersediaan 37 % Dari Seharusnya 100% 

c. Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyakat  

1. Cakupan desa siaga aktif  masih rendah(Indikator PIS-PK dan SPM) 

2. Aktualisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat oleh masyarakat yang masih rendah 

(ODF) 

3. Kurangnya pelibatan sektor non kesehatan dalam pengentasan masalah 

kesehatan(ADD:Insentif kader,Ambulans desa,BHP Posbindu,pertemuan di desa) 

Berbagai faktor yang mempengaruhi masalah tersebut diantaranya: 

a.  Faktor Internal:  

1. Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan yang terbatas. 

2. Sarana dan prasarana  pelayanan kesehatan yang masih terbatas baik dari aspek jumlah 

maupun kualitas. 

b. Faktor Eksternal: 

1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan 

2. Masih adanya masyarakat yang mempunyai perilaku  tidak sehat 

3. Masih rendahnya pemberdayaan masyarakat 

 

Gambaran pelayanan kinerja Dinas Kesehatan dengan berbagai permasalahan yang 

dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai semaksimal mungkin diusahakan dapat mencapai 

Visi Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai  

Sesuai tugas  pokok dan fungsinya maka Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai berperan pada  

Misi “1” Yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan 

pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, Profesional, transparan dan partisipatif, Misi “2” yaitu 

Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara  pelayanan dasar  yang memuaskan 

serta sebagai pusat  pelayanan pada bidang-Bidang strategis,dan Misi “4” yaitu Meningkatkan 

Kualitas sumberdaya manusia  beriman dan bertakwa kepada tuhan yang Maha Kuasa 



  

 

Berbagai tantangan dan peluang yang berpengaruh pada pencapaian kinerja Dinas 

Kesehatan, Visi Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Sinjai perlu dianalisis demi kemaksimalan 

pencapaian visi misi tersebut. Salah satu metode yang dipergunakan untuk melakukan analisis 

lingkungan internal dan eksternal adalah metode SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

dan Threats). Dengan metode SWOT ini, identifikasi lingkungan yang ada di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut : 

ü Faktor Internal 

a. Kekuatan (Strenghts) 

1. Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 

2. PP 33/2012 tentang ASI Eksklusif. 

3. PP No 46 Tahun 2014 tentang sistem informasi kesehatan 

4. PP 42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.  

5. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tentang Standar Pelayanan Minimal 

6. Adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sinjai 

7. Eksistensi kelembagaan Dinas Kesehatan 

8. Tenaga kesehatan tersedia pada RS dan Puskesmas 

9. Tersedianya Dana APBD Kabupaten 

10. Adanya komitmen pimpinan (Eksekutif dan Legislatif) 

11. Komitmen untuk mencapai target yang terdapat pada indikator program kerja 

bidang kesehatan  

12. Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) 

13. Adanya pembagian wilayah kerja Puskesmas 

14. Setiap kecamatan sudah memiliki minimal satu fasilitas kesehatan 

15. Tersedianya StandarProsedurOperasionaldiFasilitas Kesehatan 

16. Pelayanan KB aktif yang sudah maksimal dan mencapai target yang telah 

ditetapkan  

17. Adanya kebijakan BOK untuk prioritas kegiatan promotif dan preventif  

18. Tumbuhnya organisasi - organisasi yang membantu meningkatkan  

19. pertumbuhan kesehatan masyarakat.  

b. Kelemahan (Weakness) 

1. Puskesmas Rawat Inap dengan PONED masih belum digalakkan dengan 

maksimal  

2. Kekurangan Tenaga Kesehatan dan Sarana Prasarana Puskesmas yang belum 

memenuhi standart Puskesmas  

3. Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin masih belum dinikmati 

seluruhnya oleh masyarakat sebagai sasaran  

4. Kurangnya anggaran untuk biaya operasional dan kegiatan langsung Puskesmas 

5. Terbatasnya tenaga kesehatan yang terlatih tata laksana program kesehatan  

6. Masih belum meratanya persebaran tenaga kesehatan yang ada sesuai dengan 

jenis dan kemampuan masing-masing 

7. Pengelolaan obat esential, generik danobat program masih belum maksimal  

8. Kurangnya sosialisasi Gerakan Nasional Sadar Gizi  

9. Cakupan MP ASI masih rendah  



  

 

10. Kurangnya tenaga pengelola Sistem Informasi Kesehatan SIK 

11. Pemberdayaan masyarakat belum optimal 

12. Realisasi anggaran tidak tepat waktu 

13. Belum akuratnya data pelayanan kesehatan 

14. Program PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) belum optimal dilaksanakan 

masyarakat 

ü Faktor Eksternal 

a. Peluang (Opportunity) 

1. Prioritas Pembangunan Kabupaten Sinjai pada pendidikan dan kesehatan 

2. Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar meningkat setiap tahun 

3. Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit 

meningkat  

4. Adanya dukungan aktif Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (Desa Siaga, 

Posyandu Lansia, Balita, Polindes, Poskesdes, Posbindu Penyakit Tidak 

Menular dan Jumantik)  

5. Organisasi profesi mendukung kegiatan identifikasi faktor resiko penyakit 

menular dan penyakit tidak menular 

6. SistemPembiayaanPuskesmasmelaluiKapitasi  

7.  Adanyajaminanpembiayaankesehatan  

8. Adanya Dana Desa yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kesehatan di 

tingkat desa. 

9. Dukungan Kementerian Kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan dan 

pemberdayaan masyarakat 

10. Sudah ada beberapa Puskesmas yang Terakreditasi 

11. Adanya Surveyor, Tim Pendamping dan Tim Akreditasi Puskesmas di 

Kabupaten Sinjai 

12. Tersedianya dana APBN 

13. Adanya kemitraan (RSUD Sinjai, Jamsostek, Askes) 

b. Ancaman (Threat) 

1. Proses desentralisasi yang belum optimal berpotensi menimbulkan masalah 

pada buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan bagi masyarakat. 

Permasalahan tersebut antara lain muncul pada pembagian peran pemerintah 

pusat, provinsi dan kabupaten termasuk di dalamnya adalah masalah 

pembiayaan khususnya untuk kegiatan dan biaya operasional  

2. Kebijakan rekruitmen Tenaga Kesehatan dan dana untuk pemenuhan standar 

Puskesmas belum memadai  

3. Penularan infeksi penyakit menular utamanya AIDS/HIV dan TBC masih 

merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol  

4. Terdapat beberapa penyakit seperti penyakit kusta, malaria dan DBD yang 

berpotensi meningkat 

5. Peningkatan jumlah kasus penyakit tidak menular yang menjadi penyebab 

terhadap kesakitan dan kematian merupakan beban ganda dalam pelayananan 

kesehatan, utamanya pada penduduk sosial ekonomi menengah atas  



  

 

6. Pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat 

(UKBM), seperti Posyandu dan Posbindu masih rendah sehingga 

mengakibatkan tingginya angka kesakitan di masyarakat  

7. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah kurang mendukung puskesmas yg 

belum BLUD 

8. Budaya masyarakat yang salah tentang pemberian makanan pada bayi dan anak 

9. Tingkat resistensi dan stigma masyarakat terhadap program kesehatan tertentu 

masih tinggi 

10. Bertambahnya sarana pelayanan kesehatan swasta yang berorientasi hanya 

kuratif dan hanya bersifat bisnis 

11. Meningkatnya tingkat pencemaran lingkungan yang mempengaruhi status 

kesehatan. 

12. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular dan penyakit 

tidak menular. 

13. Adanya beberapa wilayah terpencil mengakibatkan pelayanan kesehatan belum 

sepenuhnya mencakup keseluruhan wilayah. 

 

Berdasarkan review dari gambaran pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang 

dihadapi, dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah, maka Isu 

Strategis pelayanan SKPD Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :  

a. Angka kematian bayi dan balita yang masih belum dapat ditekan secara maksimal 

b. Masih adanya kematian ibu 

c. Masih tingginya angka penyakit menular dan timbulnya penyakit-penyakit yang telah 

dinyatakan dieliminasi. 

d. Masih terdapatnya masalah-masalah gizi pada kelompok usia dini dan ibu hamil. 

e. Jumlah tenaga kesehatan yang berkualitas masih terbatas 

f. Belum maksimalnya pemanfaatan data dan infomasi kesehatan dalam proses perencanaan 

kegiatan 

Disamping isu strategis tersebut, Dinas Kesehatan memandang perlu untuk menambahkan 

isu penting lainnya yaitu dukungan manajemen dalam peningkatan pelayanan kesehatan, yang 

termasuk di dalamnya adalah good governance, desentralisasi bidang kesehatan, dan struktur 

organisasi yang efektif dan efisien. Penjabaran isu strategis pembangunan kesehatan tersebut di 

atas, meliputi : 

1. Pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia belum dilakukan 

secara optimal.  

2. Belum terlaksananya perbaikan gizi masyarakat secara menyeluruh. 

3. Belum optimalnya upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan yang ditunjukkan 

dengan masih adanya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak 

menular. 

4. Belum tersedianya akses pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang 

berkualitas. 



  

 

5. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat esensial, penggunaan 

obat yang tidak rasional, dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas, 

termasuk pengawasan obat dan makanan.  

6. Belum terpenuhinya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas.  

7. Belum terpadunya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.  

8. Belum dilakukannya pemanfaatan secara optimal unsur manajemen, penelitian, pengembangan 

dan sistem informasi di bidang kesehatan.  

9. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial bidang kesehatan yang sudah dilakukan masih belum 

sempurna, Belum efesien dan efektifnya pembiayaan kesehatan 



  

 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), memberikan pengaruh yang sangat besar dalam 

penganggaran kegiatan di instansi pemerintah. Beberapa kali diadakan refocusing anggaran Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sinjai  demi mensupport kegiatan dalam rangka penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19). Tahun 2020 merupakan awal terjadinya pandemic dan di awal 

mewabahnya pandemic ini Dinas Kesehatan juga  menerapkan kebijakan WFH bagi para 

pegawainya. Hal ini tentu saja berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi serta penyerapan 

anggaran yang kurang maksimal 

Tahun 2020 Kab.Sinjai merupakan lokus Stunting, dan tahun 2021 merupakan Lokus AKI/AKB. 

Menu kegiatan AKI/AKB maupun stanting berbeda dengan menu kegiatan berdasarkan SIPD 

(Permendagri 90 Tahun 2019 dan Permendagri 50 Tahun 2020). Penyusunan Rencana Kerja Dinas 

Kesehatan Berpedoman pada Renstra Dinkes, Selanjutnya berdasarkan hasil Evaluasi tahun berjalan 

maka Dinas kesehatan menentukan skala prioritas dalam upaya Penurunan stunting & AKI/AKB. 

Pengelompokan beberapa rencana kerja kegiatan akan disesuaikan berdasarkan menu kegiatan 

Penurunan Stunting dan AKI/AKB dan tetap berpedoman pada menu kegiatan di SIPD. 

Sumber anggaran Bidang kesmas Sebagian besar bersumber pada DAK Non Fisik, Namun ada 

beberapa kegiatan yang tidak di cover oleh dana DAK meskipun kegiatan itu tidak kalah pentingnya 

dengan beberapa kegiatan yang dibiayai DAK.  

Indikator kinerja terkait program PIS-PK baiknya tetap di prioritaskan dalam renja SIPD karena 

mengingat program tersebut adalah program nasional. Beberapa program inovasi pemerintah daerah, 

antara lan : PSC, Rumah Singgah Pasien dan Home Visit Home Care serta RTK (Rumah Tunggu 

Kelahiran) diharapkan tetap mendapat penganggaran yang cukup untuk pencapaian visi misi 

Pemerintah Daerah.   

Pada tahun 2022 Anggaran Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sinjai masih didominasi oleh Program Pencegahan dan Penggulangan Covid-

19. Sumber Anggaran  kegiatan Bidang P2P sebagian besar berasal dari  DAK Non Fisik. Ada 

kegiatan yang tidak dicover oleh dana DAK, seperti kegiatan program pencegahan dan 

penanggulangan penyakit menular. namun kegiatan program diharapkan tetap dapat berjalan dengan 

baik. Pengelompokan beberapa rencana kerja kegiatan akan disesuaikan berdasarkan menu kegiatan 

program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta tetap 

berpedoman pada menu kegiatan yang ada di SIPD. 

 



  

 

Tabel 2 17 

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 
 

No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 

Penting Program/Kegiatan 
Loka

si 
Indikator Kinerja 

Target 

Capaia

n 

Pagu Indikatif 

(Rp) 
Program/Kegiatan 

Loka

si 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaian 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

      Nilai Sakip Kabupaten                  

      
Nilai Sakip Perangkat 

Daerah 
 BB                

01.2 

Program Penunjang 

urusan pemerintahan 

daerah kabupaten/kota 

  

Cakupan Pemuhan 

pelayanan Perkantoran 

dan Pelaporan Kinerja 

  
           

56,779,803,400  

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOT

A 

      
            

54,857,856,

549  

-

1,921,946,851 

01.2

.01 

perencanaan,pengangg

aran dan evaluasi 

Kinerja Perangkat 

Daerah 

  

% Penyusunan 

Dokumen Perencanaan, 

Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah Tepat 

Waktu 

    

Perencanaan, 

Penganggaran,  dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

          



  

 

No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 

Penting Program/Kegiatan 
Loka

si 
Indikator Kinerja 

Target 

Capaia

n 

Pagu Indikatif 

(Rp) 
Program/Kegiatan 

Loka

si 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaian 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01.2

.01.

01 

Penyusunan Dokumen  

Perencanaan Perangkat 

Daerah  

  

Jumlah dokumen 

Renstra, Renja dan 

Perubahan Renja yang 

disusun dan ditetapkan 

 6 

Dokme

n  

                

109,936,500  

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

  

Jumlah 

dokumen 

Renstra, Renja 

dan Perubahan 

Renja yang 

disusun dan 

ditetapkan 

 6 

Dokmen  

                 

111,326,560  
  

01.2

.01.

06 

Koordinasi dan 

penyusunan laporan 

capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

  

Jumlah Koordinasi dan 

penyusunan laporan 

capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

 2 

Dokum

en  

                 

10,130,000  

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

  

Jumlah 

Koordinasi dan 

penyusunan 

laporan capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD 

 2 

Dokume

n  

                   

10,130,000  
  

01.2

.01.

07 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 
  

Jumlah Dokumen  

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

 1 

Dokum

en  

                 

20,299,700  

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 
  

Jumlah 

Dokumen  

Evaluasi Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

 1 

Dokume

n  

                   

20,299,700  
  

01.2

.02 

Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

  

% Penyusunan 

Dokumen Laporan 

Keuangan Tepat Waktu 
    

Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

          



  

 

No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 

Penting Program/Kegiatan 
Loka

si 
Indikator Kinerja 

Target 

Capaia

n 

Pagu Indikatif 

(Rp) 
Program/Kegiatan 

Loka

si 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaian 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01.2

.02.

01 

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 
  

Jumlah ASN yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan 

 734 

orang  

           

53,197,502,305  

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 
  

Jumlah ASN 

yang Menerima 

Gaji dan 

Tunjangan 

 734 

orang  

            

51,405,498,

869  

  

01.2

.02.

04 

Koordinasi dan 

pelaksanaan Akuntansi 

SKPD 

  
Jumlah Dokumen 

Akuntasi yang disusun 

 2 

Dokum

en  

                

105,510,890  

Koordinasi dan 

Pelaksanaan 

Akuntansi SKPD 

  

Jumlah 

Dokumen 

Akuntasi yang 

disusun 

 2 

Dokume

n  

                 

105,510,600  
  

01.2

.05 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

  

Rata-rata Nilai Perilaku 

Pegawai Perangkat 

Daerah berdasarkan 

Penilaian Kinerja 

    

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

  

Rata-rata Nilai 

Perilaku 

Pegawai 

Perangkat 

Daerah 

berdasarkan 

Penilaian 

Kinerja 

      

01.2

.05.

11 

Bimbingan Teknis 

Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan 

  

Jumlah Orang yang 

Mengikuti Pelatihan 

dan Bimbingan 

 20 

orang  

                

100,008,000  

Bimbingan Teknis 

Implementasi 

Peraturan Perundang-

Undangan 

  

Jumlah Orang 

yang Mengikuti 

Pelatihan dan 

Bimbingan 

 20 

orang  

                   

40,000,000  
  



  

 

No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 

Penting Program/Kegiatan 
Loka

si 
Indikator Kinerja 

Target 

Capaia

n 

Pagu Indikatif 

(Rp) 
Program/Kegiatan 

Loka

si 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaian 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01.2

.06 
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
  

% Pemenuhan 

Administrasi Umum 

Kantor 
    

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
  

% Pemenuhan 

Administrasi 

Umum Kantor 
      

01.2

.06.

01 

Penyediaan  Komponen 

Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan 

Kantor 

  

Jumlah Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Banguna kantor yang 

tersedia 

 11 

Kompo

nen  

                 

19,579,000  

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

  

Jumlah 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerang

an Banguna 

kantor yang 

tersedia 

 11 

Kompo

nen  

                   

19,501,000  
  

01.2

.06.

06 

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Peru ndang-Undangan 

  

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Peru ndang-Undangan 

 3 

media  

                 

30,120,000  

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

  

Penyediaan 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

Peru ndang-

Undangan 

 3 media  
                   

30,000,000  
  

01.2

.06.

09 

Penyelenggaraan  Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

  

Rapat Koordionasi dan 

Konsultasi yang diikuti 

dan dilaksanakan 

 720 

orang  

                

360,276,000  

Penyelenggaraan  

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

  

Rapat 

Koordionasi dan 

Konsultasi yang 

diikuti dan 

dilaksanakan 

 720 

orang  

                 

327,509,000  
  

01.2

.07 

Pengadaan barang 

Milik daerah 

Penunjang urusan 

Pemerintah daerah 

  

% Pemenuhan 

Kebutuhan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

    

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

  

% Pemenuhan 

Kebutuhan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

      



  

 

No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 

Penting Program/Kegiatan 
Loka

si 
Indikator Kinerja 

Target 

Capaia

n 

Pagu Indikatif 

(Rp) 
Program/Kegiatan 

Loka

si 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaian 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Daerah 

01.2

.07.

02 

Pengadaan kendaraan 

dinas operasional atau 

lapangan 

  

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional yang 

tersedia sesuai 

kebutuhan 

 1 unit  
             

1,450,000,000  

Pengadaan Kendaraan 

Dinas Operasional 

atau Lapangan 

  

Jumlah 

Kendaraan 

Dinas 

Operasional 

yang tersedia 

sesuai 

kebutuhan 

 1 unit  

              

1,450,000,0

00  

  

  Pengadaan Mebel   

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional yang 

tersedia sesuai 

kebutuhan 

 20 

unit  

                 

88,000,000  
Pengadaan Mebel   

Jumlah 

Kendaraan 

Dinas 

Operasional 

yang tersedia 

sesuai 

kebutuhan 

 20 unit  
                   

88,000,000  
  

  
Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 
  

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional yang 

tersedia sesuai 

kebutuhan 

 10 

unit  

                 

60,090,000  

Pengadaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 
  

Jumlah 

Kendaraan 

Dinas 

Operasional 

yang tersedia 

sesuai 

kebutuhan 

 10 unit  
                   

60,090,000  
  

01.2

.08 

Penyediaan jasa 

Peunjang Urusan 

Pemerintahan daerah 

  

% Pemenuhan 

Kebutuhan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

    

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

          



  

 

No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 

Penting Program/Kegiatan 
Loka

si 
Indikator Kinerja 

Target 

Capaia

n 

Pagu Indikatif 

(Rp) 
Program/Kegiatan 

Loka

si 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaian 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01.2

.08.

02 

Penyediaan Jasa 

komunikasi,Sumber 

daya Air dan Listrik 

  

Jumlah biaya tagihan 

telepon, air dan listrik 

yang terbayarkan 

 12 

bulan  

                

318,738,484  

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

  

Jumlah biaya 

tagihan telepon, 

air dan listrik 

yang 

terbayarkan 

 12 

bulan  

                 

323,464,410  
  

01.2

.08.

03 

Penyediaan Jasa 

peralatan dan 

perlengkapan kantor 

  

jumlah Perlengkapan 

Dan Peralatan Gedung 

Kantor yang diadakan 

 80 

unit  

                

118,688,111  

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

  

jumlah 

Perlengkapan 

Dan Peralatan 

Gedung Kantor 

yang diadakan 

 80 unit  
                 

118,215,250  
  

01.2

.08.

04 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

  

Ketersediaan Jasa 

pelayanan Umum 

Kantor Sesuai 

Kebutuhan 

 12 

Bulan  

                

521,768,519  

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

  

Ketersediaan 

Jasa pelayanan 

Umum Kantor 

Sesuai 

Kebutuhan 

 12 

Bulan  

                 

547,469,760  
  

01.2

.09 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah daerah 

  

Persentase Barang 

Milik Daerah yang 

dipelihara 

    

Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan  

Daerah 

          

01.2

.09.

02 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan,Biaya 

Pemeliharaan,pajak dan 

Perizinan  Kendaraan 

Dinas  Operasional atau 

Lapangan 

  

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan,Biaya 

Pemeliharaan,pajak dan 

Perizinan  Kendaraan 

Dinas  Operasional atau 

Lapangan 

 15 

unit  

                

198,870,412  

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, 

dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan 

  

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan,Bi

aya 

Pemeliharaan,pa

jak dan 

Perizinan  

Kendaraan 

Dinas  

Operasional atau 

Lapangan 

 15 unit  
                 

178,878,100  
  



  

 

No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 

Penting Program/Kegiatan 
Loka

si 
Indikator Kinerja 

Target 

Capaia

n 

Pagu Indikatif 

(Rp) 
Program/Kegiatan 

Loka

si 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaian 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01.2

.09.

09 

pemeliharaan 

/rehabilitasi gedung 

kantor dan Bangunan 

Lainnya 

  

Jumlah gedung kantor 

dan Bangunan Lainnya 

yang dipelihara dan 

direhabilitasi  

 5 unit  
                 

70,285,479  

Pemeliharaan/Rehabili

tasi Gedung Kantor 

dan Bangunan 

Lainnya 

  

Jumlah gedung 

kantor dan 

Bangunan 

Lainnya yang 

dipelihara dan 

direhabilitasi  

 5 unit  
                   

21,963,300  
  

                        

1.02

.02 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

  
Cakupan Pemenuhan 

Indikator SPM 
 100%  

         

145,072,493,19

9  

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN  

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT 

      

           

142,441,921

,928  

-

2,630,571,271 

1.02

.02.

2.01 

Penyediaan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

  Cakupan puskesmas     

Penyediaan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan 

UKP Kewenangan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

          

1.02

.02.

2.01

.06 

Pembangunan 

Puskesmas 
  

Jumlah Puskesmas 

Yang Dibangun 
 5 unit                

1.02

.02.

2.01

.03 

Pembangunan Fasilitas 

Kesehatan lainnya 
  

Jumlah Fasilitas 

Kesehatan lainnya yang 

dibangun 

 5 unit  
             

1,394,000,000  
            



  

 

No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 

Penting Program/Kegiatan 
Loka

si 
Indikator Kinerja 

Target 

Capaia

n 

Pagu Indikatif 

(Rp) 
Program/Kegiatan 

Loka

si 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaian 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.02

.02.

2.01

.04 

Pembangunan Rumah 

Dinas Tenaga Kesehatan 
  

Jumlah Rumah Dinas 

tenaga kesehatan Yang 

dibangun 

                

1.02

.02.

2.01

.06 

Pengembangan 

Puskesmas 
  

Jumlah puskesmas  

yang ditingkatkan 

Status Fungsinya 

                

1.02

.02.

2.01

.09 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 

Puskesmas 

  

Jumlah Puskesmas 

Yang di rehab dan 

Dipelihara  

 5 unit  
           

26,107,786,319  

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 

Puskesmas 

  

Jumlah 

Puskesmas Yang 

di rehab dan 

Dipelihara  

 5 unit  

            

28,925,048,

088  

  

1.02

.02.

2.01

.13 

Pengadaan Prasarana 

dan Pendukung Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

  

Jumlah Prasarana dan 

Pendukung Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

yang diadakan 

                

1.02

.02.

2.01

.10 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Fasilitas 

Kesehatan lainnya 

  

Jumlah Fasilitas 

kesehatan yag direhab 

dan Mendapatkan 

pemeliharaan  

 8 unit  
             

1,117,500,000  

Pemeliharaan Fasilitas 

Kesehatan Lainnya 
  

Jumlah Fasilitas 

kesehatan yag 

direhab dan 

Mendapatkan 

pemeliharaan  

 8 unit  

              

4,998,635,0

00  

  

1.02

.02.

2.01

.11 

Rehabilitasi dan 

pemeliharan Rumah 

Dinas Tenaga Kesehatan 

  

Jumlah Rumah Dinas 

Tenaga Kesehatan yag 

direhab dan dipelihara  

 5 unit  
             

5,000,000,000  
            



  

 

No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 

Penting Program/Kegiatan 
Loka

si 
Indikator Kinerja 

Target 

Capaia

n 

Pagu Indikatif 

(Rp) 
Program/Kegiatan 

Loka

si 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaian 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.02

.02.

2.01

.14 

Pengadaan Alat 

Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan 

  

Jumlah alat kesehatan 

/alat penunjang medik 

difasilitas pelayanan 

kesehatan yang 

diadakan sesuai standar 

 20 

paket  

             

4,000,000,000  

Pengadaan Alat 

Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan 

  

Jumlah alat 

kesehatan /alat 

penunjang 

medik difasilitas 

pelayanan 

kesehatan yang 

diadakan sesuai 

standar 

 20 

paket  

            

5,755,573,3

08  

  

1.02

.02.

2.01

.16 

Pengadaan Obat, Vaksin   
Jumlah Obat dan 

Vaksin yang diadakan 

 15 

paket  

             

6,742,891,470  

Pengadaan Obat, 

Vaksin 
  

Jumlah Obat dan 

Vaksin yang 

diadakan 

 15 

paket  

                        

6,570,491,1

27  
  

1.02

.02.

2.01

.17 

Pengadaan Bahan Habis 

Pakai 
  

Jumlah Bahan Habis 

Pakai yang Diadakan 

 10 

paket  

             

3,452,653,829  

Pengadaan Bahan 

Habis Pakai 
  

Jumlah Bahan 

Habis Pakai 

yang Diadakan 

 10 

paket  

              

3,452,653,8

29  
  

1.02

.02.

2.01

.19 

Pemeliharan prasarana 

dan pengdukung 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan 

  

Jumlah prasarana dan 

pendukung fasilitas 

pelayanan kesehatan 

yang dipelihara 

 3 unit  
                

160,000,000  
            

1.02

.02.

2.01

.20 

Pemeliharaan rutin dan 

berkal alat Kesehatan 

/Alat Penunjang medik 

fasilitas Pelayanan 

Kesehatan 

  

Jumlah alat kesehatan 

/alat penunjang medik 

difasilitas pelayanan 

kesehatan yang 

dpelihara secara rutin 

dan berkala 

 9 unit  
                

152,485,420  

Pemeliharaan Rutin 

dan Berkala Alat 

Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan 

  

Jumlah alat 

kesehatan /alat 

penunjang 

medik difasilitas 

pelayanan 

kesehatan yang 

dpelihara secara 

rutin dan berkala 

 9 unit  
                 

162,570,000  
  

                        



  

 

No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 

Penting Program/Kegiatan 
Loka

si 
Indikator Kinerja 

Target 

Capaia

n 

Pagu Indikatif 

(Rp) 
Program/Kegiatan 

Loka

si 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaian 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

Pengadaan dan 

Pemeliharaan Alat 

Kalibrasi 

  

Jumlah Alat yang 

dipelihara Secara Rutin 

dan Berkala 

 9 unit  
                 

60,000,000  
            

  
Distribusi alat 

kesehatan,Obat,Vaksin  
  

Jumlah alat Kesehatan 

Obat dan Vaksin yang 

di distribusikan 

 35 

paket  

                

202,089,505  

Distribusi Alat 

Kesehatan, obat, 

vaksin, Bahan Medis 

Habis Pakai (BMHP), 

makanan dan 

minuman ke 

puskesmas serta 

fasilitas kesehatan 

lainnya 

  

Jumlah alat 

Kesehatan Obat 

dan Vaksin yang 

di distribusikan 

 35 

paket  

                 

185,375,000  
  

1.02

.02.

2.02 

Penyediaaan layanan 

Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

kabupaten/ Kota 

  

Angka Kematian Balita 

per 1000 kelahiran 

hidup 

    

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

          

      

Tingkat kematian 

karena Tuberkulosis 

(per 100.000 penduduk) 

                

1.02

.02.

2.02

.01 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Ibu Hamil 
  

Jumlah Ibu Hamil yang 

dilayani 
 100%  

                

800,000,000  

Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil 

  

Jumlah Ibu 

Hamil yang 

dilayani 

 100%  
                 

452,213,250  
  

1.02

.02.

2.02

.02 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Ibu Bersalin 
  

 Jumlah Ibu Bersalin 

yang dilayani  
 100%  

             

1,800,000,000  

Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

Ibu Bersalin 

  

 Jumlah Ibu 

Bersalin yang 

dilayani  

 100%  
                 

599,590,000  
  



  

 

No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 

Penting Program/Kegiatan 
Loka

si 
Indikator Kinerja 

Target 

Capaia

n 

Pagu Indikatif 

(Rp) 
Program/Kegiatan 

Loka

si 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaian 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.02

.02.

2.02

.03 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Bayi Baru 

Lahir 

  
Jumlah bayi baru lahir 

yang dilayani 
 100%  

                 

89,040,000  

Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

Bayi Baru Lahir 

  

Jumlah bayi 

baru lahir yang 

dilayani 

 100%  
                   

83,790,000  
  

1.02

.02.

2.02

.04 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Balita 
  

 Jumlah  Balita Yang 

dilayani  
 100%  

                

224,641,000  

Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

Balita 

  
 Jumlah  Balita 

Yang dilayani  
 100%  

                 

190,991,000  
  

1.02

.02.

2.02

.05 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Usia 

Pendidikan dasar 

  

 Jumlah Usia 

pendidikan Dasar yang 

dilayani 

 100%  
                

274,121,940  

Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Pendidikan 

Dasar 

  

 Jumlah Usia 

pendidikan 

Dasar yang 

dilayani 

 100%  
                 

216,472,000  
  

1.02

.02.

2.02

.06 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan pada Usia 

Produktif 

  
 Jumlah Usia Produktif 

yang dilayani 
 100%  

                 

89,574,240  
            

1.02

.02.

2.02

.07 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan pada Usia 

Lanjut 

  

Jumlah Usia Lanjut 

yang dilayani (15-59 

tahun) sesuai standar 

 100%  
                 

44,938,020  
            

1.02

.02.

2.02

.08 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Penderita 

Hipertensi 

  

Jumlah Penderita 

Hipertensi yang 

dilayani sesuai standar 

 100%  
                 

40,000,000  
            

1.02

.02.

2.02

.09 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Penderita 

Diabetes Melitus 

  

Jumlah Penderita 

Diabetes Melitus yang 

dilayani sesuai standar 

 100%  
                 

40,000,000  
            



  

 

No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 

Penting Program/Kegiatan 
Loka

si 
Indikator Kinerja 

Target 

Capaia

n 

Pagu Indikatif 

(Rp) 
Program/Kegiatan 

Loka

si 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaian 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.02

.02.

2.02

.10 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan orang dengan 

Gangguan Jiwa berat 

  

Jumlah Penderita 

gangguan jiwa berat 

yang dilayani sesuai 

standar 

 100%  
                 

28,464,770  

Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan 

Gangguan Jiwa Berat 

  

Jumlah 

Penderita 

gangguan jiwa 

berat yang 

dilayani sesuai 

standar 

 100%  
                   

18,890,000  
  

1.02

.02.

2.02

.11 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan orang terduga 

tuberculosis 

  

jumlah  Orang terduga 

tuberculosis yang 

dilayani sesuai standar 

 100%  
                

334,621,600  

Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga 

Tuberkulosis 

  

jumlah  Orang 

terduga 

tuberculosis 

yang dilayani 

sesuai standar 

 100%  
                 

176,142,000  
  

1.02

.02.

2.02

.12 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Orang dengan 

Risiko Terinfeksi HIV 

  

Jumlah orang dengan 

Resiko terinfeksi HIV 

Yang dilayani sesuai 

standar 

 100%  
                

355,615,529  

Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Risiko 

Terinfeksi HIV 

  

Jumlah orang 

dengan Resiko 

terinfeksi HIV 

Yang dilayani 

sesuai standar 

 100%  
                 

186,886,050  
  

1.02

.02.

2.02

.13 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Bagi 

Penduduk pada Kondisi 

Kejadian Luar Biasa 

(KLB) 

  

Jumlah Penduduk yang 

terlayani pada kondisi 

Kejadian Luar biasa 

(KLB) 

 120 

orang  

                

715,633,016  

Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

bagi Penduduk pada 

Kondisi Kejadian Luar 

Biasa (KLB) 

  

Jumlah 

Penduduk yang 

terlayani pada 

kondisi Kejadian 

Luar biasa 

(KLB) 

 120 

orang  

              

4,634,529,8

45  

  

1.02

.02.

2.02

.14 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi 

Masyarakat 

  
Jumlah Balita Gizi 

Buruk yang ditangani 

 9 

kasus  

             

1,776,828,545  

Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat 

  

Jumlah Balita 

Gizi Buruk yang 

ditangani 

 9 kasus  

              

2,046,256,1

00  

  

1.02

.02.

2.02

.16 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Kerja dan 

Olahraga 

  
Jumlah Pos UKK yang 

Dibina 

 11 

kelomp

ok  

                

150,000,000  

Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

Kerja dan Olahraga 

  

Jumlah Pos 

UKK yang 

Dibina 

 11 

kelomp

ok  

                 

186,960,000  
  



  

 

No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 

Penting Program/Kegiatan 
Loka

si 
Indikator Kinerja 

Target 

Capaia

n 

Pagu Indikatif 

(Rp) 
Program/Kegiatan 

Loka

si 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaian 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.02

.02.

2.02

.17 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan 
  

Jumlah desa/kelurahan 

yang melaksanakan 

Sanitasi Total Berbasis 

Masyarakat (STBM). 

 4 Desa  
                

222,694,196  

Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

  

Jumlah 

desa/kelurahan 

yang 

melaksanakan 

Sanitasi Total 

Berbasis 

Masyarakat 

(STBM). 

 4 Desa  
                 

477,249,521  
  

1.02

.02.

2.02

.18 

Pengelolaan Pelayanan 

Promosi Kesehatan 
  

 Jumlah keluarga ber-

PHBS 

 2100 

KK  

                

111,718,000  

Pengelolaan 

Pelayanan Promosi 

Kesehatan 

  
 Jumlah keluarga 

ber-PHBS 

 2100 

KK  

                 

307,085,082  
  

1.02

.02.

2.02

.19 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Tradisional 

,Akupuntur,Asuhan 

Mandiri,dan Tradisional 

lainnya 

  

Jumlah Pelayanan 

Kesehatan Tradisional 

dibina dan diawasi 

 5 

Puskes

mas  

                 

30,000,000  

Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

Tradisional 

,Akupuntur,Asuhan 

Mandiri,dan 

Tradisional lainnya 

  

Jumlah 

Pelayanan 

Kesehatan 

Tradisional 

dibina dan 

diawasi 

 5 

Puskes

mas  

                   

10,000,000  
  

1.02

.02.

2.02

.20 

Pengelolaan Surveilans 

Kesehatan 
  

jumlah Masalah 

kesehatan yang 

dideteksi lebih dini 

 11 

kasus  

             

5,811,261,583  

Pengelolaan 

Surveilans Kesehatan 
  

jumlah Masalah 

kesehatan yang 

dideteksi lebih 

dini 

 11 

kasus  

                 

228,188,000  
  

1.02

.02.

2.02

.22 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Jiwa dan 

NAPZA 

  

Jumlah Penderita 

Gangguan Jiwa dan 

Napza Yang dilayani 

 564 

orang  

                

550,000,000  
            

1.02

.02.

2.02

.23 

Pengelolaan Upaya 

Kesehatan Khusus 
  

Jumlah upaya 

pelayanan Khusus yang 

dikelola 

 5 

puskes

mas  

                

102,290,080  

Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA 

  

Jumlah upaya 

pelayanan 

Khusus yang 

dikelola 

 5 

puskes

mas  

                 

332,026,650  
  



  

 

No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 

Penting Program/Kegiatan 
Loka

si 
Indikator Kinerja 

Target 

Capaia

n 

Pagu Indikatif 

(Rp) 
Program/Kegiatan 
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si 

Indikator 

Kinerja 
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Capaian 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.02

.02.

2.02

.25 

Pelayanan Kesehatan 

Penyakit Menular dan 

Tidak Menular 

  

Jumlah penyakit 

menular dan tidak 

Menular yang dilayani 

 4000 

kasus  

                

468,677,644  

Pelayanan Kesehatan 

Penyakit Menular dan 

Tidak Menular 

  

Jumlah penyakit 

menular dan 

tidak Menular 

yang dilayani 

 4000 

kasus  

              

1,497,817,2

95  

  

1.02

.02.

2.02

.26 

Pengelolaan Jaminan 

Kesehatan Masyarakat 
  

jumlah  kepesertaan 

JKN (UHC)  

 

245389 

jiwa  

           

54,773,224,800  

Pengelolaan Jaminan 

Kesehatan Masyarakat 
  

jumlah  

kepesertaan JKN 

(UHC)  

 245389 

jiwa  

            

52,773,224,

800  

  

1.02

.02.

2.02

.29 

Penyelenggaraan 

Kabupaten/Kota Sehat 
  

Jumlah Kecamatan 

yang menyelenggaran 

kabupaten Sehat 

 9 

kecam

atan  

                

147,908,200  

Penyelenggaraan 

Kabupaten/Kota  

Sehat 

  

Jumlah 

Kecamatan yang 

menyelenggaran 

kabupaten Sehat 

 9 

kecamat

an  

                 

117,792,400  
  

1.02

.02.

2.02

.30 

Penyediaan Telemidice  

di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan 

  

Jumlah  FKTP yang 

melaksanakan layanan 

telemedicine 

 8 

puskes

mas  

                

900,000,000  

Penyediaan 

Telemedicine di 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan 

  

Jumlah  FKTP 

yang 

melaksanakan 

layanan 

telemedicine 

 8 

puskes

mas  

              

1,000,000,0

00  

  

1.02

.02.

2.02

.33 

Operasional Pelayanan 

Puskesmas 
  

Jumlah Puskesmas dan 

jaringannya yang 

mendapatkan biaya 

operasional 

 16 

puskes

mas  

           

21,536,012,420  

Operasional Pelayanan 

Puskesmas 
  

Jumlah 

Puskesmas dan 

jaringannya 

yang 

mendapatkan 

biaya 

operasional 

 16 

puskes

mas  

            

19,292,863,

101  

  

1.02

.02.

2.02

.34 

Operasional Pelayanan 

Fasilitas Kesehatan 

Lainnya 

  

tersedianya biaya 

pelayanan fasilitas 

kesehatan lainnya  

 12 

bulan  

             

3,476,156,779  

Operasional Pelayanan 

Fasilitas Kesehatan 

Lainnya 

  

tersedianya 

biaya pelayanan 

fasilitas 

kesehatan 

lainnya  

 12 

bulan  

              

6,137,445,4

00  

  



  

 

No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 

Penting Program/Kegiatan 
Loka

si 
Indikator Kinerja 

Target 

Capaia

n 

Pagu Indikatif 

(Rp) 
Program/Kegiatan 

Loka

si 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaian 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.02

.02.

2.02

.35 

Pelaksanaan Akreditasi 

Fasilitas Kesehatan di 

Kabupaten/Kota 

  
Jumlah puskesmas yang  

terakreditasi 

 9 

puskes

mas  

                

900,000,000  

Pelaksanaan 

Akreditasi Fasilitas 

Kesehatan di 

Kabupaten/Kota 

  

Jumlah 

puskesmas yang  

terakreditasi 

 9 

puskes

mas  

                 

900,000,000  
  

1.02

.02.

2.02

.36 

Investigasi Awal 

Kejadian Tidak 

Diharapkan (Kejadian 

Ikutan Pasca Imunisasi 

dan Pemberian Obat 

Massal) 

  
Jumlah Kasus KIPI 

yang dideteksi 

 160 

kasus  

                 

60,000,000  

Investigasi Awal 

Kejadian Tidak 

diharapkan (Kejadian 

ikutan Pasca imunisasi 

dan Pemberian Obat 

Massal) 

  

Jumlah Kasus 

KIPI yang 

dideteksi 

 160 

kasus  

                   

28,896,000  
  

1.02

.02.

2.02

.37 

Pelaksanaan 

Kewaspadaan Dini dan 

respon Wabah 

  

Jumlah Kasus yang 

potensi wabah yang 

dideteksi Secara Dini  

 5 

kasus  

                   

3,000,000  

Pelaksanaan 

Kewaspadaan Dini 

dan Respon Wabah 

  

Jumlah Kasus 

yang potensi 

wabah yang 

dideteksi Secara 

Dini  

 5 kasus  
                       

760,000  
  

1.02

.02.

2.02

.21 

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan orang dengan 

Masalah Kesehatan Jiwa 

(ODMK) 

  

Jumlah Orang dengan 

Masalah Kesehatan 

Jiwa yang Dilayani 

 100%  
                 

32,294,612  

Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan 

Masalah Kesehatan 

Jiwa (ODMK) 

  

Jumlah Orang 

dengan Masalah 

Kesehatan Jiwa 

yang Dilayani 

 100%  
                   

25,837,600  
  

                        

1.02

.02.

2.03 

Penyelenggaraan 

Sistem informasi 

Kesehatan Secara 

Terintegrasi  

  

Persentase 

Alat/Perangkat Sistem 

Informasi Kesehatan  

    

Penyelenggaraan  

Sistem Informasi 

Kesehatan secara 

Terintegrasi 

          



  

 

No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 

Penting Program/Kegiatan 
Loka

si 
Indikator Kinerja 

Target 

Capaia

n 

Pagu Indikatif 

(Rp) 
Program/Kegiatan 

Loka

si 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaian 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.02

.02.

2.03

.03 

Pengadaan Alat 

/Perangkat Sistem 

Informasi Kesehatan 

danjaringan Internet 

  

Jumlah  Alat/Perangkat 

Sistem Informasi 

Kesehatan yang 

diadakan 

 8 

puskes

mas  

                

764,369,682  

Pengadaan 

Alat/Perangkat  Sistem 

Informasi Kesehatan 

dan Jaringan Internet 

  

Jumlah  

Alat/Perangkat 

Sistem 

Informasi 

Kesehatan yang 

diadakan 

 8 

puskes

mas  

                 

416,369,682  
  

1.02

.02.

2.04 

Penerbitan izin Rs 

Kelas C,D dan fasilitas 

pelayanan Kesehatan 

Tingkat daearah 

kabupaten/Kota  

        

Penerbitan Izin 

Rumah Sakit Kelas 

C,D Dn Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

Tingkat daerah 

Kabupaten/Kota 

          

1.02

.02.

2.04

.03 

Peningkatan mutu 

Pelayanan fasilitas 

Kesehatan 

  

Jumlah Rumah sakit 

dan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan yang 

mendapatkan izin 

operasional 

 1 

Rumah 

sakit  

                 

30,000,000  

Peningkatan Mutu 

Pelayanan Fasilitas 

Kesehatan 

  

Jumlah Rumah 

sakit dan 

Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan yang 

mendapatkan 

izin operasional 

 1 

Rumah 

sakit  

                   

53,299,800  
  

1.02

.03 

PROG 

PENINGKATAN 

KAPASITAS SDM 

KESEHATAN 

  
Rasio Dokter  persatuan 

penduduk 
  

                

949,731,900  

PROGRAM 

PENINGKATAN  

KAPASITAS 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 

KESEHATAN 

      
              

1,415,071,2

00  

465,339,300 



  

 

No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 

Penting Program/Kegiatan 
Loka

si 
Indikator Kinerja 

Target 

Capaia

n 

Pagu Indikatif 

(Rp) 
Program/Kegiatan 

Loka

si 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaian 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.02

.03.

2.02 

Perencanaan 

Kebutuhan dan 

Pendayagunaan 

Sumberdaya Manusia 

Kesehatan Untuk UKP 

dan UKM di Wilayah 

Kabupaten/Kota 

  

Jumlah Sumberdaya 

manusia Kesehatan 

yang direncanakan 

untuk UKP dan UKM 

Di wilayah kabupaten 

Sinjai 

    

Perencanaan 

Kebutuhan dan 

Pendayagunaan 

Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

untuk UKP dan 

UKM di Wilayah 

Kabupaten/Kota 

          

1.02

.03.

2.02

.02 

Pemenuhan Kebutuhan 

Sumber Daya Manusia 

sesuai standar 

  
Jumlah SDMK yang 

tersedia sesuai Standar 

 50 

orang  

                

788,096,673  

Pemenuhan 

Kebutuhan Sumber 

Daya Manusia 

Kesehatan sesuai 

Standar 

      

              

1,404,000,0

00  

  

1.02

.03.

2.03 

Pengembangan Mutu 

dan Peningkatan 

Kompetensi Teknis 

Sumber Daya Manusia 

Kesehatan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

Persentase SDM 

Kesehatan Untuk 

Pelayanan Keseshatan 

Sesuai Standar 

    

Pengembangan  

Mutu dan 

Peningkatan 

Kompetensi Teknis 

Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

          

1.02

.03.

2.03

.01 

Pengembangan Mutu 

dan Peningkatan 

Kompetensi Teknis 

Sumber Daya Manusia 

Kesehatan Tingkat 

Daerah  

  

Jumlah SDMK yang 

mengikuti 

Pengembangan mutu 

dan peningkatan 

Kompetensi 

 40 

orang  

                

161,635,227  

Pengembangan  Mutu 

dan Peningkatan 

Kompetensi Teknis 

Sumber Daya Manusia 

Kesehatan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

Jumlah SDMK 

yang mengikuti 

Pengembangan 

mutu dan 

peningkatan 

Kompetensi 

 40 

orang  

                   

11,071,200  
  



  

 

No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 

Penting Program/Kegiatan 
Loka

si 
Indikator Kinerja 

Target 

Capaia

n 

Pagu Indikatif 

(Rp) 
Program/Kegiatan 

Loka

si 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaian 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.02

.04 

PROGRAM SEDIAAN 

FARMASI, ALAT 

KESEHATAN DAN 

MAKANAN DAN 

MINUMAN 

  

% Pemenuhan Sediaan 

Farmasi, Alat 

Kesehatan dan 

Makanan Minuman 

sesuai Standar 

  
                

470,986,400  

PROGRAM 

SEDIAAN 

FARMASI, ALAT 

KESEHATAN DAN 

MAKANAN 

MINUMAN 

      
                 

470,986,400  
0 

1.02

.04.

2.01 

Pemberian Izin 

Apotek, Toko Obat, 

Toko Alat Kesehatan 

dan Optikal, Usaha 

Mikro Obat 

Tradisional (UMOT)  

  

Persentase apotik ,Toko 

obat dan Optikal,Usaha 

Mikro Obat Tradisional 

(UMOT) yang memiliki 

Izin 

    

Pemberian Izin 

Apotek, Toko Obat, 

Toko Alat Kesehatan 

dan Optikal, Usaha 

Mikro Obat 

Tradisional (UMOT) 

          

1.02

.04.

2.01

.01 

Penyediaan dan 

Pengelolaan Data 

Perizinan dan Tindak 

Lanjut Pengawasan Izin 

Apotek, Toko Obat, 

Toko Alat Kesehatan 

dan Optikal, Usaha 

Mikro Obat Tradisional 

(UMOT)  

  

 Jumlah apotik ,Toko 

obat dan Optikal,Usaha 

Mikro Obat Tradisional 

(UMOT) yang memiliki 

Izin 

 35 

apotek  

                 

48,607,240  

Pengendalian dan 

Pengawasan serta 

Tindak Lanjut 

Pengawasan Perizinan 

Apotek, Toko Obat, 

Toko Alat Kesehatan, 

dan Optikal, Usaha 

Mikro Obat 

Tradisional (UMOT) 

  

 Jumlah apotik 

,Toko obat dan 

Optikal,Usaha 

Mikro Obat 

Tradisional 

(UMOT) yang 

memiliki Izin 

 35 

apotek  

                   

81,650,000  
  



  

 

No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 

Penting Program/Kegiatan 
Loka

si 
Indikator Kinerja 

Target 

Capaia

n 

Pagu Indikatif 

(Rp) 
Program/Kegiatan 

Loka

si 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaian 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.02

.04.

2.03 

Penerbitan Sertifikat 

Produksi pangan 

Industri Rumah tangga 

dan nomor   P-IRT 

sebagai izin 

Produksi,Untuk 

ProdukMakanan dan 

minuman tertentu 

yang dapat Diproduksi 

oleh industri Rumah 

tangga  

  

Persentase Sertifikat 

Produksi pangan 

Industri Rumah tangga 

dan nomor   P-IRT 

sebagai izin 

Produksi,Untuk 

ProdukMakanan dan 

minuman tertentu yang 

dapat Diproduksi oleh 

industri Rumah tangga  

    

Penerbitan Sertifikat 

Produksi Pangan 

Industri Rumah 

Tangga dan Nomor 

P-IRT sebagai Izin 

Produksi, untuk 

Produk Makanan 

Minuman Tertentu 

yang dapat 

Diproduksi oleh 

Industri Rumah 

Tangga 

          

1.02

.04.

2.03

.01 

Pengendalian dan 

pengawasan  serta tindak 

Lanjut Pengawasan 

sertifikat Produksi 

pangan Industri Rumah 

tangga dan Nomor P-

IRT sebagai Izin 

Produksi,untuk Produk 

Makanan minuman 

tertentu yang dapat 

diproduksi oleh industri 

Rumagh tangga  

  
Jumlah Industri Rumah 

tangga yang diawasi 

 100 

industr

i RT  

                

422,379,160  

Pengendalian dan 

Pengawasan serta 

Tindak Lanjut 

Pengawasan Sertifikat 

Produksi Pangan 

Industri Rumah 

Tangga dan Nomor P-

IRT sebagai Izin 

Produksi, untuk 

Produk Makanan 

Minuman Tertentu 

yang dapat Diproduksi 

oleh Industri Rumah 

Tangga 

  

Jumlah Industri 

Rumah tangga 

yang diawasi 

 100 

industri 

RT  

                 

389,336,400  
  

1.02

.05 

PROG 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

BIDANG 

  

Persentase Rumah 

Tangga Berperilaku 

PHBS 

  
                 

27,500,000  

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

BIDANG 

      
                 

144,600,000  
117,100,000 



  

 

No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 

Penting Program/Kegiatan 
Loka

si 
Indikator Kinerja 

Target 

Capaia

n 

Pagu Indikatif 

(Rp) 
Program/Kegiatan 

Loka

si 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaian 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

KESEHATAN KESEHATAN 

1.02

.05.

2.01 

Advokasi,Pemberdaya

an,Kemitraan 

,Peningkatan Peras 

serta Masyarakat dan 

lintas Sktor Tingkat 

daerah 

Kabupaten/Kota 

  

Cakupan 

Advokasi,Pemberdayaa

n,Kemitraan 

,Peningkatan Peras 

serta Masyarakat dan 

lintas Sktor Tingkat 

daerah Kabupaten/Kota 

                

1.02

.05.

2.01

.01 

Peningkatan Upaya 

Promosi Kesehatan, 

Advokasi, Kemitraan 

dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

  

Jumlah masyarakat 

Yang Menerapkan 

Germas 

 

245389 

jiwa  

                 

17,500,000  
            

1.02

.05.

2.03 

Pengembangan dan 

pelaksanaan upaya 

kesehatan bersumber 

daya masyrakat 

(UKBM) Tingkat 

daerah 

kabupaten/Kota 

  

Persentase UKBM yang 

di kembangkan dan di 

laksanakan 

    

Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan 

Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

          



  

 

No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 

Penting Program/Kegiatan 
Loka

si 
Indikator Kinerja 

Target 

Capaia

n 

Pagu Indikatif 

(Rp) 
Program/Kegiatan 

Loka

si 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaian 

Kebutuhan 

Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.02

.05.

2.03

.01 

Bimbingan teknis dan 

supervisi Pengembangan 

dan pelaksanaan  Upaya 

Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat  

(UKBM) 

  
Jumlah UKBM  Yang 

dibina 

 16 

UKBM  

                 

10,000,000  

Bimbingan Teknis dan 

Supervisi 

Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat 

(UKBM) 

  
Jumlah UKBM  

Yang dibina 

 16 

UKBM  

                 

144,600,000  
  

 

 



  

 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

 

Proses perencanaan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai tidak lepas dari usulan 

kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan 

Pembangunan). Musrembang ini dilakukan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga 

Kabupaten yang kemudian disesuaikan dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan 

fungsi Dinas Kesehatan 

Hasil musrembang yang merupakan hasil inventarisasi kebutuhan masyarakat telah 

terakomodir dalam rencana kerja Dinas Kesehatan, kecuali kegiatan yang tidak sesuai dengan 

petunjuk teknis dari intansi terkait. Dan karena keterbatasan anggaran maka diperlukan skala 

prioritas dalam pelaksanaan program kegiatan. Selengkapnya usulan program dan kegiatan dari para 

pemangku kepentingan tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut ini 

 

 

 



  

 

Tabel 2 18  

Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 
 

N

o 
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 

1 

Pengadaan Ambulance 

Rujukan Kecamatan 

(PSC  119 Kecamatan) 

Kelurahan Lappa, Kab. 

Sinjai, Sinjai Utara, 

Lappa 

Tersedia mobil 

Ambulance 

jenazah 

            

220,000,000  
  

2 
pengadaan Peralatan 

Kesehatan Dasar 

Semua Posyadu di 

Kelurahan Lamatti Rilau, 

Kab. Sinjai, Sinjai Utara, 

Lamatti Rilau 

Tersedia Sarana 

Posyandu 

               

30,000,000  
  

3 
Pembangunan/rehabiltasi 

pustu 

Dusun Annie, Kab. Sinjai, 

Sinjai Selatan, Alenangka 

Pengadaan bak 

penampungan air 

Pustu Alenangka 2 

Buah 

                 

5,000,000  
  

4 

Pembangunan/Rehabilitas

i Pagar Sarana Pelayanan 

Kesehatan 

Dusun Labettang, Kab. 

Sinjai, Sinjai Selatan, 

Palae 

pagar pustu palae  

(Volume 45 M) 

            

123,000,000  

pagar pustu palae 

belum ada 

sehingga 

memungkinkan 

ternak warga 

masuk dan 

berkeliaran 

dihalaman 

bahkan diteras 

pada saat jam 

pulang kantor, 

serta dari segi 

keamanan minim 

manakala tidak 

dilengkapi Pagar. 

(Volume 45 M) 

5 
Pembangunan/rehabiltasi 

pustu 

Dusun Bulujampi, Kab. 

Sinjai, Sinjai Selatan, 

Gareccing 

Pembangunan 

Pagar Pustu Desa 

Gareccing ( 1 

Paket) Volume 45 

Meter 

            

123,000,000  
  



  

 

N

o 
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 

6 

Pembangunan/Rehabilitas

i Pagar Sarana Pelayanan 

Kesehatan 

dusun kaherrang desa 

bulukamase, Kab. Sinjai, 

Sinjai Selatan, Bulu 

Kamase 

pembangunan 

pagar pustu desa 

bulukamase 

dengan panjang 25 

meter dan tinggi 1 

meter 

               

75,000,000  
  

7 
Pembangunan/rehabiltasi 

pustu 

Pustu Desa Polewali, Kab. 

Sinjai, Sinjai Selatan, 

Polewali 

bangunan pustu 

direhab 

            

200,000,000  

bangunan pustu 

sudah rusak 

8 
pengadaan Peralatan 

Kesehatan Dasar 

Kelurahan Balakia, Kab. 

Sinjai, Sinjai Barat, 

Balakia 

pengadaan masker 

dan kelengkapan 

pendukung lainnya 

            

100,000,000  
  

9 
Pembangunan/rehabiltasi 

pustu 

Kelurahan Balakia, Kab. 

Sinjai, Sinjai Barat, 

Balakia 

Rehabilitasi Pustu 

Kelurahan Balakia 

            

200,000,000  
  

10 

Pembangunan/Rehabilitas

i Pagar Sarana Pelayanan 

Kesehatan 

Kelurahan Balakia, Kab. 

Sinjai, Sinjai Barat, 

Balakia 

Pembangunan 

Posyandu 

Lingkungan 

Sumpang Romang 

            

200,000,000  
  

11 

Pembangunan/Rehabilitas

i Pagar Sarana Pelayanan 

Kesehatan 

RT 09 Rumpala, Kab. 

Sinjai, Sinjai Barat, Boto 

Lempangan 

Pembangunan 

pagar pustu Desa 

Botolempangan 

Panjang 50 meter 

            

250,000,000  
  

12 
Pembangunan/rehabiltasi 

pustu 

Mattirohalia, Kab. Sinjai, 

Sinjai Barat, Barania 

Rehab Pustu 

Mattirohalia 

               

50,000,000  

Belum Adanya 

Pemeliharaan 

Pustu 

Mattirohalia 

Desa Barania 

Dari Dinas 

Terkait,  dan 

Pustu Ini Sangat 

Butuh Talud 

13 

Pembangunan/Rehabilitas

i Pagar Sarana Pelayanan 

Kesehatan 

tongke tongke, Kab. 

Sinjai, Sinjai Timur, 

Tongke-Tongke 

pembangunan 

pagar puskesmas 

pembantu 

Tongke2 

            

400,000,000  
  



  

 

N

o 
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 

14 

Pembangunan/Rehabilitas

i Pagar Sarana Pelayanan 

Kesehatan 

Desa Sanjai, Kab. Sinjai, 

Sinjai Timur, Sanjai 

Rehab Pagar Pustu 

Sanjai 

            

200,000,000  
  

15 

Penyediaan Peralatan 

Upaya Kesehatan 

Sekolah (UKS) 

SD 84 Mangarabombang, 

SD 129 Batulappa, SMP 

Neg. 22 Sinjai Timur, TK 

Pertiwi 5 

Mangarabombang, Kab. 

Sinjai, Sinjai Timur, 

Semataring 

Pembangunan 

Sarana UKS 4 

Unit 

            

200,000,000  
  

16 

Pembangunan/Rehabilitas

i Pagar Sarana Pelayanan 

Kesehatan 

Samtaring, Kab. Sinjai, 

Sinjai Timur, Semataring 

Perbaikan Sarana 

dan Prasarana 

Posyandu 3 Unit 

            

600,000,000  
  

17 
pengadaan Peralatan 

Kesehatan Dasar 

Samataring, Kab. Sinjai, 

Sinjai Timur, Semataring 

Pengadaan Strip 

Untuk 

Pemeriksaan atau 

Pemantauan 

Penyakit Tidak 

Menular disemua 

Lingkungan dan 

Pengadaan 

Pemberian 

Makanan 

Tambahan Untuk 

Balita dan Ibu 

Hamil semua 

lingkungan. 

               

10,000,000  
  

18 
Pembangunan/rehabiltasi 

pustu 

Desa Biroro, Kab. Sinjai, 

Sinjai Timur, Biroro 

Penambahan 

Pembangunan 

Ruangan PUSTU 

            

400,000,000  
  

19 
pengadaan Peralatan 

Kesehatan Dasar 

Lamatti riaja, Kab. Sinjai, 

Bulupoddo, Lamatti Riaja 

Tersedia fasilitas 

kesehatan di pustu 

                 

5,000,000  
  

20 

Pembangunan/Rehabilitas

i Pagar Sarana Pelayanan 

Kesehatan 

dusun alekanrung, Kab. 

Sinjai, Sinjai Tengah, 

Kanrung 

Rehab pagar pustu 

alekanrung 

panjang 150 meter 

            

450,000,000  
  



  

 

N

o 
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 

21 
Pembangunan/rehabiltasi 

pustu 

Dusun Lappa Desa 

Saotanre, Kab. Sinjai, 

Sinjai Tengah, Saotanre 

Rehabilitasi 

PUSTU Desa 

Saotanre 

               

50,000,000  
  

22 

pembangunan 

/penambahan ruang 

puskesmas 

Lingkungan Lonra 2, Kab. 

Sinjai, Sinjai Tengah, 

Samaenre 

Penambahan 

Ruang Puskesmas 

Lappadata (1 Unit) 

               

50,000,000  
  

23 

Rehabilitasi 

total/berat/sedang 

puskesmas 

Lingkungan Lonra 2, Kab. 

Sinjai, Sinjai Tengah, 

Samaenre 

Pembangunan 

Pavin Blok 

Pelataran 

Puskesmas 

Lappadata (300 m) 

               

30,000,000  
  

24 

Pengadaan Ambulance 

Rujukan Kecamatan 

(PSC  119 Kecamatan) 

Puskesmas 

Lappadata,Lingkungan 

Lonra 2, Kab. Sinjai, 

Sinjai Tengah, Samaenre 

Pengadaan Mobil 

Puskesmas 

Keliling ( 1 Unit) 

            

200,000,000  
  

25 
Pembangunan/rehabiltasi 

pustu 

Lita-Litae, Kab. Sinjai, 

Sinjai Tengah, Saohiring 

Pembangunan 

Pagar Pustu Desa 

Saohiring 

sepanjang 45 

Meter 

            

132,000,000  
  

26 
Pembangunan/rehabiltasi 

pustu 

Dusun Tombolo Desa 

Kompang, Kab. Sinjai, 

Sinjai Tengah, Kompang 

Rehabilitasi Pustu 

Kompang 

               

30,000,000  
  

27 

Rehabilitasi 

total/berat/sedang 

puskesmas 

Mattunreng Tellue, Kab. 

Sinjai, Sinjai Tengah, 

Mattunreng Tellue 

Rehabilitasi Pustu 

Mattunreng Tellue 

(1 Unit) 

            

100,000,000  
  

28 

Pembangunan/Rehabilitas

i Pagar Sarana Pelayanan 

Kesehatan 

Lonra 2, Kab. Sinjai, 

Sinjai Tengah, Samaenre 

Pembangunan 

Pagar Posyandu 

Lonra 2 (50 m) 

    

29 
pengadaan Peralatan 

Kesehatan Dasar 

Kelurahan Samaenre, Kab. 

Sinjai, Sinjai Tengah, 

Samaenre 

Pengadaan Alat 

Pengukur Panjang 

Bayi (1 

Unit/Posyandu,4 

Posyandu) 

                 

4,000,000  
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30 
pengadaan Peralatan 

Kesehatan Dasar 

Jl.Pramuka No.5, Kab. 

Sinjai, Sinjai Tengah, 

Samaenre 

Pengadaan Dacin 

(1 

Unit/Posyandu,4 

Posyandu) 

                 

4,000,000  
  

31 
pengadaan Peralatan 

Kesehatan Dasar 

Lappadata, Kab. Sinjai, 

Sinjai Tengah, Samaenre 

Pengadaan Alat 

Cek 

Cholesterol,Asam 

Urat,Glukosa (1 

Unit/Posbindu,4 

Posbindu) 

                 

4,000,000  
  

32 
Pembangunan/rehabiltasi 

pustu 

Dusun Batulappa, Kab. 

Sinjai, Sinjai Tengah, 

Mattunreng Tellue 

Rehabilitasi Pustu 

Mattunreng Tellue 

( 1 Unit) 

            

100,000,000  
  

33 

pembangunan 

/penambahan ruang 

puskesmas 

Dusun Manimpahoi, Kab. 

Sinjai, Sinjai Tengah, 

Saotengnga 

Penambahan 

Pembangunan 

Rumah Dinas 

Puskesmas 1 Unit 

            

200,000,000  
  

34 
Pembangunan/rehabiltasi 

pustu 

Dusun Tombolo, Kab. 

Sinjai, Sinjai Tengah, 

Kompang 

Rehabilitasi Pustu 

Kompang 

            

150,000,000  
  

35 
Pembangunan/rehabiltasi 

pustu 

Bonto, Kab. Sinjai, Sinjai 

Tengah, Bonto 

Rehabilitasi 

Gedung Pustu, 1 

Paket 

            

200,000,000  
  

36 

Pembangunan/Rehabilitas

i Pagar Sarana Pelayanan 

Kesehatan 

Dusun Barue Rt02/Rw01, 

Kab. Sinjai, Sinjai Tengah, 

Gantarang 

Dibutuhkan 

pembangunan 

Pagar pustu 

panjang 50 Mtr X 

tinggi 2 Mtr. 

                                

-    
  

37 

Pembangunan/Rehabilitas

i Pagar Sarana Pelayanan 

Kesehatan 

Dusun Barue, Kab. Sinjai, 

Sinjai Tengah, Gantarang 

pagar Posyandu 

panjang 50 meter 

tinggi 2 meter 

                                

-    
  

38 

pembangunan posko 

kesehatan di tempat 

wisata 

Taman Hutan Raya 

Abd.Latif Desa Batu 

Belerang, Kab. Sinjai, 

Sinjai Borong, Batu 

Belerang 

Pengadaan posko 

kesehatan di 

Tahura 

                                

-    
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39 

Pembangunan/Rehabilitas

i Pagar Sarana Pelayanan 

Kesehatan 

Dusun Jeppara, Kab. 

Sinjai, Sinjai Borong, Batu 

Belerang 

Pagar Pustu Desa 

Batu Belerang 

Volume 45 Meter 

            

132,000,000  
  

40 
Pembangunan/rehabiltasi 

pustu 

usulan pembangunan 

gedung pustu desa, desa 

bonto katute, Kab. Sinjai, 

Sinjai Borong, Bonto 

Katute 

Pembangunan  

Pustu Bonto 

Katute 

            

100,000,000  
  

41 

Pembangunan/Rehabilitas

i Pagar Sarana Pelayanan 

Kesehatan 

dusun coddong volume 

panjang 30 meter lebar 40 

meter, Kab. Sinjai, Sinjai 

Borong, Bonto Katute 

Pembangunan 

pagar 

            

210,000,000  
  

42 

Pembangunan/Rehabilitas

i Pagar Sarana Pelayanan 

Kesehatan 

Dusun Bongki-Bongki, 

Kab. Sinjai, Sinjai Borong, 

Bonto Sinala 

Pemb pagar 

sepanjang 150 

meter 

            

441,000,000  
  

43 
pengadaan Peralatan 

Kesehatan Dasar 

Bonto Tengnga, Kab. 

Sinjai, Sinjai Borong, 

Bonto Tengnga 

Tersedia peralatan 

Kesehatan Dasar 

di Pustu dan 

Poskesdes 

               

10,000,000  
  

44 
pengadaan Peralatan 

Kesehatan Dasar 

Kassi Buleng, Kab. Sinjai, 

Sinjai Borong, Kassi 

Buleng 

Tersedia peralatan 

kesehatan pada 

pustu desa kassi 

buleng 

               

10,000,000  
  

45 

Pembangunan/Rehabilitas

i Pagar Sarana Pelayanan 

Kesehatan 

Kassi Buleng, Kab. Sinjai, 

Sinjai Borong, Kassi 

Buleng 

Terlaksana 

pembangunan 

pagar 

            

171,000,000  
  

46 

Pembangunan/Rehabilitas

i Pagar Sarana Pelayanan 

Kesehatan 

Maccini dan Balangtieng, 

Kab. Sinjai, Sinjai Borong, 

Bonto Tengnga 

Pustu dan 

Poskesdes Belum 

ada Pagarnya 

Volume 100 Meter 

            

171,000,000  
  

47 
Pembangunan/rehabiltasi 

pustu 

Kassi Buleng, Kab. Sinjai, 

Sinjai Borong, Kassi 

Buleng 

butuh perbaikan 
               

32,000,000  
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48 

Penyediaan Peralatan 

Upaya Kesehatan 

Sekolah (UKS) 

Kassi Buleng, Kab. Sinjai, 

Sinjai Borong, Kassi 

Buleng 

butuh alat 
               

20,000,000  
  

49 

Pengadaan Ambulance 

Rujukan Kecamatan 

(PSC  119 Kecamatan) 

Kassi Buleng, Kab. Sinjai, 

Sinjai Borong, Kassi 

Buleng 

mengatasi 

permasalahan 

masyarakat 

            

220,000,000  
  

50 
Pembangunan/rehabiltasi 

pustu 

Dusun Katute, Kab. Sinjai, 

Sinjai Borong, Barambang 

Rehabilitasi pustu 

desa barambang, 

bangunan suda 

rusak. 

            

100,000,000  
  

51 

Pembangunan/Rehabilitas

i Pagar Sarana Pelayanan 

Kesehatan 

Lingkungan Paroppo, Kab. 

Sinjai, Sinjai Borong, Pasir 

Putih 

Pembangunan 

Pagar Puskesmas 

Borong Kompleks 

Sepanjang 110 

meter 

            

135,000,000  
  

52 

Pembangunan/Rehabilitas

i Pagar Sarana Pelayanan 

Kesehatan 

Dusun Nangkae, Kab. 

Sinjai, Sinjai Borong, Biji 

Nangka 

pembangunan 

pagar keliling 

puskesmas Biji 

Nangka 

               

50,000,000  
  

53 

Rehabilitasi 

total/berat/sedang 

puskesmas 

Dusun Nangkae, Kab. 

Sinjai, Sinjai Borong, Biji 

Nangka 

Rehab Gedung 

Puskesmas 

            

500,000,000  
  

54 

penyediaan sarana dan 

prasarana poned/Ruang 

perawatan 

Dusun Nangkae, Kab. 

Sinjai, Sinjai Borong, Biji 

Nangka 

Penambahan 

Ruang Perawatan 

Puskesmas Biji 

Nangka 

            

200,000,000  
  

55 

Pembangunan/Rehabilitas

i Pagar Sarana Pelayanan 

Kesehatan 

Lappae, Kab. Sinjai, Tellu 

Limpoe, Saotengah 

Pemb pintu pagar 

depan dan 

samping 

Puskesmas Lappae 

2 Unit 

               

25,000,000  
  

56 

pembangunan 

/penambahan ruang 

puskesmas 

Lappae, Kab. Sinjai, Tellu 

Limpoe, Saotengah 

Pembangunan 

Ruang Perawatan 

atau ruang isolasi 

Puskesmas Lappae 

3 ruangan 

            

600,000,000  
  

57 
Pembangunan/rehabiltasi 

pustu 

Borong Ampirie, Kab. 

Sinjai, Tellu Limpoe, 

Kalobba 

Rehab pustu  
               

75,000,000  
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58 

Pembangunan/Rehabilitas

i Pagar Sarana Pelayanan 

Kesehatan 

Pustu Dusun Borong 

Ampirie  50 Meter, Kab. 

Sinjai, Tellu Limpoe, 

Kalobba 

Tersedia pagar 

pustu 

            

167,000,000  
  

59 
pengadaan Peralatan 

Kesehatan Dasar 

Lingkungan Bonto 

Mangape, Kab. Sinjai, 

Tellu Limpoe, Mannanti 

Pembangunan 

POSKESDES 9X7 

m 

               

50,000,000  
  

60 

Pembangunan/Rehabilitas

i Pagar Sarana Pelayanan 

Kesehatan 

Lingkungan Bontoasa, 

Kab. Sinjai, Tellu Limpoe, 

Mannanti 

Pembangunan 

pagar puskesmas 

(lanjutan) 100 m 

            

125,000,000  
  

61 

Pembangunan/Rehabilitas

i Pagar Sarana Pelayanan 

Kesehatan 

Desa EraBaru, Kab. Sinjai, 

Tellu Limpoe, Era Baru 

Pengadaan Pagar 

Pustu 15 x 10 

            

175,000,000  
  

62 
Pembangunan/rehabiltasi 

pustu 

Dusun Tippulue, Kab. 

Sinjai, Tellu Limpoe, 

Lembang Lohe 

Pembangunan 

rehap plafon pustu 

lembangloe 

volume 1unit 

               

30,000,000  
  

63 
Pembangunan/rehabiltasi 

pustu 

Laha-Laha, Kab. Sinjai, 

Tellu Limpoe, Tellu 

Limpoe 

Pembangunan 

BAK Penampung 

Air Pustu 

                 

5,000,000  
  

64 

Pembangunan/Rehabilitas

i Pagar Sarana Pelayanan 

Kesehatan 

Laha-Laha Desa 

Tellulimpoe, Kab. Sinjai, 

Tellu Limpoe, Tellu 

Limpoe 

Pembangunan 

Pagar Pustu Tellu 

Limpoe Volume 

50 Meter 

            

123,000,000  
  

65 
Pembangunan/rehabiltasi 

pustu 

Dusun Manalohe, Kab. 

Sinjai, Tellu Limpoe, 

Samaturue 

Rehab pustu 

salohe 

            

100,000,000  
  

66 
Pembangunan/rehabiltasi 

pustu 

Dusun Bontokunyi dan 

Dusun Batusantung, Kab. 

Sinjai, Tellu Limpoe, Era 

Baru 

Rehabilitas Wc 

Pustu ( satu unit ).  

            

100,000,000  
  

67 
Pembangunan/rehabiltasi 

pustu 

Dusun Luraya, Kab. 

Sinjai, Tellu Limpoe, Era 

Baru 

Pembangunan Bak 

Air Untu PUSTU ( 

1 Unit ).  

               

50,000,000  
  

            

 



  

 

BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, 

produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang 

berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah 

didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan 

bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum. 

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan 

RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan 

Visi Presiden 2020-2024:  

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan 

Gotong Royong”.  

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi 

Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.  

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi 

yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), 

Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut : 

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi  

Angka kematian ibu (maternal mortality rate) dan angka kematian bayi (infant mortality rate) 

merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga 

sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka 

kematian ibu sebagai major project, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan 

efisien.  

 

2. Menurunkan angka stunting pada balita  

Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti 

halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan stunting 

sebagai major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien. 

 

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional  

Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu 

memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki 

keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan 

JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran 

sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (cost containment).  

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.  

Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk 

meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar 



  

 

produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah- langkah 

strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.  

Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan  

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020 - 2024, Kementerian 

Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:  

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup  

2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan  

3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan 

masyarakat  

4. Peningkatan sumber daya kesehatan  

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif 

Visi Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan ““Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, 

kompetitif, inklusif dan berkarakter”  dengan misi :  

1. Mewujudkan Pemerintah yag berorientasi melayani dan inovatif. 

2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel 

3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan ekonomi baru yang produktif 

4. Mewujudkan kualitas manusia yang Kompetitif Inklusif dan berkarakter 

5. Meningkatkan produktifitas dan daya saing produk sumber daya alam berkelanjutan.  

Serta mengacu pada Visi Bupati Sinjai 2018 - 2023 “Terwujudnya Masyarakat Sinjai Yang 

Mandiri ,Berkeadilan Dan Religius Melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Unggul 

Dan Berdaya Saing” dan dijabarkan dalam misi Bupati Sinjai :  

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang 

efektif, efisien, bersih, professional, transparan dan partisipatif. 

2. Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta 

sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis. 

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat  melalui kolaborasi pemerintah,berkembangnya iklim usaha 

dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara  tepat 

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia beriman dan bertakwa  kepada  Tuhan yang Maha 

Kuasa. 

5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/Prasarana public serta infrastruktur wilayah dalam 

mengoptimalkan perkembangan wilayah  dan konektivitas antar wilayah. 

6. Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta umum serta kehidupan 

berbangsa,bernegara dan bermasyarakat. 

7. Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam  pada wilayah pulau dan pesisir,dataran 

rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan. 

 

Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam pencapaian misi 1 (Mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, 

professional, transparan dan partisipatif), misi 2 (Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai 

penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang 

strategis) dan misi 4 (Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia beriman dan bertakwa  kepada  Tuhan 

yang Maha Kuasa) 

 



  

 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan  

Dinas Kesehatan sebagai salah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sinjai bertugas 

melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten Sinjai, melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesehatan.  

Selaras dengan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai 

merupakan Satuan Kerja  perangkat daerah yang berperan dalam penuntasan Misi 2 yaitu “ 

Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan 

serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis” dengan Tujuan “Memenuhi standar 

minimal pelayanan dasar dan pelayanan umum yang strategis” dengan indikator tujuan “Cakupan 

pemenuhan SPM pelayanan dasar sebesar 100%. Adapun Sasaran yang ingin dicapai “Terpenuhinya 

standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar” dan Misi 4 

adalah Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Bertakwa Kepada Tuhan 

Yang Maha Kuasa dengan Indikator Tujuan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. Adapun 

sasaran yang dicapai yaitu,  Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai 

Tahun 2022 adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tabel 3 1  

Pemetaan Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2020 
 

No Tujuan  

 

Indikator 

Tujuan 
Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran 

Realisasi Kinerja 

Tahun 

Target Kinerja 

Tujuan /Sasaran 

Tahun Ke- 

2019 2020 2021 2022 

1 Meningkatkan 

Akuntabilitas Perangkat 

Daerah 

 

Nilai Sakip 

Perangkat Daerah  

 

Meningkatnya Akuntabilitas 

Kinerja, Perencanaan dan 

Pengelolaan Keuangan 

Perangkat Dinas Kesehatan 

 

Nilai Sakip Perangkat Daerah 

 
BB BB BB BB 

2 Terpenuhinya Standar 

Pelayanan minimal 

bidang Kesehatan 

 

Cakupan 

Pemenuhan 

Indikator SPM 

 

Meningkatnya  Kualitas 

Pelayanan  UKM dan UKP  

 

Persentase ibu hamil yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Ibu hamil 

 

95.1% 90.79% 100% 100% 

    Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan 

Pelayanan Persalinan 

 

1000% 49.24% 100% 100% 

    Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan 

Pelayanan Bayi Baru Lahir 
104% 98.9% 100% 100% 

    Cakupan Kesehatan Pelayanan Balita Sesuai 

Standar 
58.7% 44.3% 100% 100% 

    Persentase Anak Usia Dasar Yang 87.8% 21.7% 100% 100% 



  

 

No Tujuan  

 

Indikator 

Tujuan 
Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran 

Realisasi Kinerja 

Tahun 

Target Kinerja 

Tujuan /Sasaran 

Tahun Ke- 

2019 2020 2021 2022 

Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 

Kesehatan Dasar 

    Persentase Orang Usia 15-29 Mendapatkan 

Skrining Kesehatan sesuai Standar 

 

21.59% 100% 100% 100% 

    Persentase penderita hipertensi mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan sesuai standar 

 

12.45% 6.81 100% 100% 

    Persentase penderita DM mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan sesuai standar 

 

98.17% 60.25% 100% 100% 

    Persentase penderita ODGJ mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai standar 

 

68.63% 79.24% 100% 100% 

    Persentase penderita TBC mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan TBC sesuai standar 

 

68.63% 79.24% 100% 100% 

    Persentase Orang bersesiko infeksi HIV 

mendapatkan Pelayanan Deteksi dini HIV 

sesuai standar 

163.95

% 
4.87% 100% 100% 



  

 

No Tujuan  

 

Indikator 

Tujuan 
Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran 

Realisasi Kinerja 

Tahun 

Target Kinerja 

Tujuan /Sasaran 

Tahun Ke- 

2019 2020 2021 2022 

 

3 Meningkatkan  Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

 

Angka Usia 

harapan Hidup 

 

Meningkatnya Pemenuhan 

Sumber Daya Kesehatan  dan 

Kompetensi SDMK Sesuai 

Standar 

 

Rasio dokter terhadap Jumlah Penduduk 

 
17.2% 18.2% 20% 21% 

 

 

 



  

 

3.3 Program dan Kegiatan  

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil 

yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan 

masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. 

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan 

Program dan Kegiatan yang dirumuskan Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai mempertimbangkan 

beberapa faktor antara lain : 

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah 

Sesuai tugas  pokok dan fungsinya maka Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai berperan pada  Misi 

“1” Yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan 

pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, Profesional, transparan dan partisipatif, Misi “2” yaitu 

Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara  pelayanan dasar  yang memuaskan 

serta sebagai pusat  pelayanan pada bidang-Bidang strategis,dan Misi “4” yaitu Meningkatkan 

Kualitas sumberdaya manusia  beriman dan bertakwa kepada tuhan yang Maha Kuasa 

2. Pencapaian SDGs 

Beberapa indicator pada saat pelaksanaan MDGs  belum tercapai  maka dilanjutkan 

pencapaiannya melalui program SDGs antara lain menurunkan kematian Ibu dan Anak, 

penurunan prevalensi Balita Gizi Buruk, Gizi Kurang dan Stunting, pengendalian Penyakit 

Menular dan Penyakit Tidak Menular serta Jaminan Kesehatan Masyarakat. 

3. Pencapaian SPM dan IKK 

Pencapaian SPM merupakan dasar utama penyusunan Program dan Kegiatan karena merupakan 

standar minimal yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

indikator SPM Kabupaten/Kota menekankan pada upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak 

meliputi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan 

Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan pada Usia 

Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan pada Usia 

Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes 

Mellitus (DM), Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, Pelayanan 

Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB), Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko 

Terinfeksi HIV 

pencapaian IKK yang sesuai Permendagri  Nomor  18 Tahun 2020 antara lain adalah persentase 

puskesmas yang terakreditasi  

4. Prioritas Kementerian Kesehatan RI 

Prioritas Kementerian Kesehatan RI menjadi salah satu standar dalam  perumusan  program dan 

kegiatan, dimana arah kebijakan RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan akses dan kualitas 

pelayanan kesehatan menuju Cakupan Kesehatan Semesta. Sementara indikator pembangunan 

kesehatan yang akan dicapai diantaranya meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak, 

meningkatnya Status Gizi Masyarakat, meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan 

Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular, meningkatnya Kinerja Sistem Kesehatan dan 

meningkatnya Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan Berkualitas serta meningkatnya 

Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk 

 



  

 

 

B. Rekapitulasi program dan kegiatan 

1. Jumlah program dan kegiatan 

Jumlah program yang direncanakan dalam Renja 2022 adalah 5 program, 16 kegiatan dan 57 sub 

kegiatan 

2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan. 

Program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebagian besar 

meliputi 16 puskesmas kecuali untuk kegiatan-kegiatan Fisik yang ditujukan pada 

lokasi/puskesmas tertentu sesuai prioritas dan analisis kebutuhan   

3. Total kebutuhan dana / pagu indikatif Tahun 2022 bersumber dari : 

a. DBH-CHT   : Rp     683.707.200,- 

b. BPJS  : Rp 52.773.224.800.- 

c. Hibah  : Rp      370.000.000,- 

d. JKN  : Rp 18.892.107.550,- 

e. DAK Fisik  : Rp        20.017.377,- 

f. DAK Non Fisik : Rp 16.067.109.000,- 

C. Rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD 

Beberapa program dan kegiatan yang disusun tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD : 

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota : Rp 56.779.803.400,- 

berkurang sebesar Rp 1.921.946.851,- sehingga menjadi Rp 54.857.856.549,- 

2. Program Upaya Pemenuhan Kesehatan Perorangan  dan Upaya Kesehatan masyarakat : Rp 

145.072.493.199,- berkurang sebesar Rp 2.630.571.271,- sehingga menjadi Rp 

142.441.921.928,- 

3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan : Rp 949.731.900,- bertambah sebesar Rp 

465.339.300,- sehingga menjadi Rp 1.415.071.200,- 

4. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan : Rp 27.500.000,- bertambah sebesar Rp 

117.100.000,- sehingga menjadi Rp 144.600.000,- 

 

Rencana program kegiatan Dinas kesehatan Tahun 2022 dapat dilihat pada table di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tabel 3 2 

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022  dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Sinjai 

 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(Output) 

Rencana Tahun 2022 

Catatan 

Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 

2023 

Lok

asi 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 

Dana 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  
URUSAN PEMERINTAHAN  

WAJIB YANG BERKAITAN 

DENGAN PELAYANAN DASAR 

                

1.02 
URUSAN PEMERINTAHAN  

BIDANG KESEHATAN 
                

1.02.01 
PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

                

1.02.01.2.01 
Perencanaan, Penganggaran,  dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
                

1.02.01.2.01.01 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen Renstra, 

Renja dan Perubahan Renja 

yang disusun dan ditetapkan 

  
 6 

Dokmen  

                        

111,326,560  
DAU    6 Dokmen  

                

111,994,519  

1.02.01.2.01.06 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Jumlah Koordinasi dan 

penyusunan laporan capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

  
 2 

Dokumen  

                  

10,130,000  
DAU    2 Dokumen  

                  

10,190,780  

1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
Jumlah Dokumen  Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 
  

 1 

Dokumen  

                  

20,299,700  
DAU    1 Dokumen  

                  

20,421,498  

1.02.01.2.02 
Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 
                



  

 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(Output) 

Rencana Tahun 2022 

Catatan 

Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 

2023 

Lok

asi 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 

Dana 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
Jumlah ASN yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan 
   734 orang  

                  

51,405,498,869  
DAU    734 orang  

          

51,713,931,862  

1.02.01.2.02.04 
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 

SKPD 

Jumlah Dokumen Akuntasi 

yang disusun 
  

 2 

Dokumen  

                        

105,510,600  
DAU    2 Dokumen  

                

106,143,664  

1.02.01.2.05 
Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 
                

1.02.01.2.05.11 
Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan 

Jumlah Orang yang 

Mengikuti Pelatihan dan 

Bimbingan 

   20 orang  
                          

40,000,000  
DAU    20 orang  

                  

40,240,000  

1.02.01.2.06 
Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 
                

1.02.01.2.06.01 
Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Banguna 

kantor yang tersedia 

  

 11 

Kompone

n  

                          

19,501,000  
DAU   

 11 

Komponen  

                  

19,618,006  

1.02.01.2.06.06 
Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan 

Jumlah Bahan Bacaan dan 

peraturan perundang-

Undangan yang tersedia 

   3 media  
                          

30,000,000  
DAU    3 media  

                  

30,180,000  

1.02.01.2.06.09 
Penyelenggaraan  Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

Rapat Koordionasi dan 

Konsultasi yang diikuti dan 

dilaksanakan 

   720 orang  
                        

327,509,000  
DAU    720 orang  

                

329,474,054  

1.02.01.2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

                

1.02.01.2.07.02 
Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional yang tersedia 

sesuai kebutuhan 

   1 unit  
                    

1,450,000,000  
DAK    1 unit  

            

1,458,700,000  



  

 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(Output) 

Rencana Tahun 2022 

Catatan 

Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 

2023 

Lok

asi 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 

Dana 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel      20 unit  
                          

88,000,000  
     20 unit  

                  

88,528,000  

1.02.01.2.07.06 
Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 
     10 unit  

                          

60,090,000  
     10 unit  

                  

60,450,540  

1.02.01.2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
                

1.02.01.2.08.02 
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Jumlah biaya tagihan 

telepon, air dan listrik yang 

terbayarkan 

   12 bulan  
                        

323,464,410  
DAU    12 bulan  

                

325,405,196  

1.02.01.2.08.03 
Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

jumlah Perlengkapan Dan 

Peralatan Gedung Kantor 

yang diadakan 

   80 unit  
                        

118,215,250  
DAU    80 unit  

                

118,924,542  

1.02.01.2.08.04 
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

Ketersediaan Jasa pelayanan 

Umum Kantor Sesuai 

Kebutuhan 

   12 Bulan  
                        

547,469,760  
DAU    12 Bulan  

                

550,754,579  

1.02.01.2.09 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan  

Daerah 

                

1.02.01.2.09.02 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan 

Jumlah Kendaraan 

Operasional Dinas yang 

dipelihara dan dibayar 

pajaknya 

   15 unit  
                        

178,878,100  
DAU    15 unit  

                

179,951,369  

1.02.01.2.09.09 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya 

Jumlah gedung kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

dipelihara dan direhabilitasi  

   5 unit  
                          

21,963,300  
DAU    5 unit  

                  

22,095,080  

1.02.02 

PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN  DAN UPAYA 

KESEHATAN MASYARAKAT 

                



  

 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(Output) 

Rencana Tahun 2022 

Catatan 

Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 

2023 

Lok

asi 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 

Dana 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.02.02.2.01 

Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

                

1.02.02.2.01.09 
Rehabilitasi dan Pemeliharaan 

Puskesmas 

Jumlah Puskesmas Yang 

dipelihara 
   5 unit  

           

28,925,048,088  
DAK    5 unit  

          

29,098,598,377  

1.02.02.2.01.10 
Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan 

Lainnya 

Jumlah Fasilitas Kesehatan 

lainnya yang 

direhabilitasi/dipelihara 

  8 unit 
             

4,998,635,000  
DAK   8 unit 

            

5,028,626,810  

1.02.02.2.01.14 

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan 

Jumlah alat kesehatan /alat 

penunjang medik difasilitas 

pelayanan kesehatan yang 

diadakan sesuai standar 

   20 paket  
             

5,755,573,308  
DAK    20 paket  

            

5,790,106,748  

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 
Jumlah Obat dan Vaksin 

yang diadakan 
   15 paket  

                         

6,570,491,127  
DAK    15 paket  

            

6,609,914,074  

1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 
Jumlah Bahan Habis Pakai 

yang Diadakan 
   10 paket  

                         

3,452,653,829  
DAK    10 paket  

            

3,473,369,752  

1.02.02.2.01.20 

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat 

Kesehatan/Alat Penunjang Medik 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Jumlah alat kesehatan /alat 

penunjang medik difasilitas 

pelayanan kesehatan yang 

dpelihara secara rutin dan 

berkala 

   9 unit  
                            

162,570,000  
DAU    9 unit  

                

163,545,420  

1.02.02.2.01.21 

Distribusi Alat Kesehatan, obat, 

vaksin, Bahan Medis Habis Pakai 

(BMHP), makanan dan minuman ke 

puskesmas serta fasilitas kesehatan 

lainnya 

Jumlah alat Kesehatan Obat 

dan Vaksin yang di 

distribusikan 

   35 paket  
                            

185,375,000  
DAU    39 paket  

                

186,487,250  



  

 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(Output) 

Rencana Tahun 2022 

Catatan 

Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 

2023 

Lok

asi 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 

Dana 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.02.02.2.02 
Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

                

1.02.02.2.02.01 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 

Hamil 

Jumlah Ibu Hamil yang 

dilayani 
   100%  

                        

452,213,250  

DAK/DA

U 
   100%  

                

454,926,530  

1.02.02.2.02.02 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 

Bersalin 

 Jumlah Ibu Bersalin yang 

dilayani  
   100%  

                        

599,590,000  

DAK/DA

U 
   100%  

                

603,187,540  

1.02.02.2.02.03 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Bayi Baru Lahir 

Jumlah bayi baru lahir yang 

dilayani 
   100%  

                          

83,790,000  

DAK/DA

U 
   100%  

                  

84,292,740  

1.02.02.2.02.04 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita 

 Jumlah  Balita Yang 

dilayani  
   100%  

                        

190,991,000  

DAK/DA

U 
   100%  

                

192,136,946  

1.02.02.2.02.05 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Pendidikan Dasar 

 Jumlah Usia pendidikan 

Dasar yang dilayani 
   100%  

                        

216,472,000  

DAK/DA

U 
   100%  

                

217,770,832  

1.02.02.2.02.10 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 

Jumlah Penderita gangguan 

jiwa berat yang dilayani 

sesuai standar 

   100%  
                              

18,890,000  

DAK/DA

U 
   100%  

                  

19,003,340  

1.02.02.2.02.11 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis 

jumlah  Orang terduga 

tuberculosis yang dilayani 

sesuai standar 

   100%  
                            

176,142,000  

DAK/DA

U 
   100%  

                

177,198,852  

1.02.02.2.02.12 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 

Jumlah orang dengan Resiko 

terinfeksi HIV Yang dilayani 

sesuai standar 

   100%  
                            

186,886,050  

DAK/DA

U 
   100%  

                

188,007,366  



  

 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(Output) 

Rencana Tahun 2022 

Catatan 

Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 

2023 

Lok

asi 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 

Dana 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.02.02.2.02.13 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi 

Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 

Biasa (KLB) 

Jumlah Penduduk yang 

terlayani pada kondisi 

Kejadian Luar biasa (KLB) 

   120 orang  
                    

4,634,529,845  

DAK/DA

U 
   120 orang  

            

4,662,337,024  

1.02.02.2.02.15 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat 

Jumlah Balita Gizi Buruk 

yang ditangani 
   9 kasus  

                    

2,046,256,100  

DAK/DA

U 
   9 kasus  

            

2,058,533,637  

1.02.02.2.02.16 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Kerja dan Olahraga 

Jumlah Pos UKK yang 

Dibina 
  

 11 

kelompok  

                        

186,960,000  

DAK/DA

U 
  

 11 

kelompok  

                

188,081,760  

1.02.02.2.02.17 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

Jumlah desa/kelurahan yang 

melaksanakan Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat 

(STBM). 

   4 Desa  
                        

477,249,521  

DAK/DA

U 
   4 Desa  

                

480,113,018  

1.02.02.2.02.18 
Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan 

 Jumlah penduduk umur ≥15 

tahun yang Merokok ==== 

Jumlah keluarga ber-

PHBS=== 

   2100 KK  
                        

307,085,082  

DAK/DA

U 
   2100 KK  

                

308,927,592  

1.02.02.2.02.19 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Tradisional ,Akupuntur,Asuhan 

Mandiri,dan Tradisional lainnya 

Jumlah Pelayanan Kesehatan 

Tradisional dibina dan 

diawasi 

  

 5 

Puskesma

s  

                          

10,000,000  

DAK/DA

U 
  

 5 

Puskesmas  

                  

10,060,000  

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 
jumlah Masalah kesehatan 

yang dideteksi lebih dini 
   11 kasus  

                        

228,188,000  

DAK/DA

U 
   11 kasus  

                

229,557,128  

1.02.02.2.02.21 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Masalah Kesehatan 

Jiwa (ODMK) 

Jumlah Orang dengan 

Masalah Kesehatan Jiwa 

yang Dilayani 

  100% 
                          

25,837,600  

DAK/DA

U 
  100% 

                  

25,992,626  



  

 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(Output) 

Rencana Tahun 2022 

Catatan 

Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 

2023 

Lok

asi 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 

Dana 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.02.02.2.02.22 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA 

Jumlah Penderita Gangguan 

Jiwa dan Napza Yang 

dilayani 

   564 orang  
                        

332,026,650  

DAK/DA

U 
   564 orang  

                

334,018,810  

1.02.02.2.02.25 
Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular 

Jumlah penyakit menular 

dan tidak Menular yang 

dilayani 

  
 4000 

kasus  

                    

1,497,817,295  

DAK/DA

U 
   4000 kasus  

            

1,506,804,199  

1.02.02.2.02.26 
Pengelolaan Jaminan Kesehatan 

Masyarakat 

jumlah  kepesertaan JKN 

(UHC)  
  

 245389 

jiwa  

                  

52,773,224,800  

DAK/DA

U 
  

 245389 

jiwa  

          

53,089,864,149  

1.02.02.2.02.29 
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota  

Sehat 

Jumlah Kecamatan yang 

menyelenggaran kabupaten 

Sehat 

  
 9 

kecamatan  

                        

117,792,400  

DAK/DA

U 
  

 9 

kecamatan  

                

118,499,154  

1.02.02.2.02.30 
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

Jumlah  FKTP yang 

melaksanakan layanan 

telemedicine 

  
 8 

puskesmas  

                    

1,000,000,000  

DAK/DA

U 
  

 8 

puskesmas  

            

1,006,000,000  

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 

Tersedianya biaya 

operasional PKM dan 

jaringannya 

  
 16 

puskesmas  

                  

19,292,863,101  

DAK/DA

U 
  

 16 

puskesmas  

          

19,408,620,280  

1.02.02.2.02.34 
Operasional Pelayanan Fasilitas 

Kesehatan Lainnya 

tersedianya biaya pelayanan 

fasilitas kesehatan lainnya  
   12 bulan  

                    

6,137,445,400  

DAK/DA

U 
   12 bulan  

            

6,174,270,072  

1.02.02.2.02.35 
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas 

Kesehatan di Kabupaten/Kota 

Jumlah puskesmas yang  

terakreditasi 
  

 9 

puskesmas  

                        

900,000,000  

DAK/DA

U 
  

 9 

puskesmas  

                

905,400,000  

1.02.02.2.02.36 

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

diharapkan (Kejadian ikutan Pasca 

imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 

Jumlah Kasus KIPI yang 

dideteksi 
   160 kasus  

                          

28,896,000  

DAK/DA

U 
   160 kasus  

                  

29,069,376  

1.02.02.2.02.37 
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan 

Respon Wabah 

Jumlah Kasus yang potensi 

wabah yang dideteksi Secara 

Dini  

   5 kasus  
                                

760,000  

DAK/DA

U 
   5 kasus  

                        

764,560  



  

 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(Output) 

Rencana Tahun 2022 

Catatan 

Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 

2023 

Lok

asi 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 

Dana 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.02.02.2.03 
Penyelenggaraan  Sistem Informasi 

Kesehatan secara Terintegrasi 
              

                                    

-    

1.02.02.2.03.03 

Pengadaan Alat/Perangkat  Sistem 

Informasi Kesehatan dan Jaringan 

Internet 

Jumlah  Alat/Perangkat 

Sistem Informasi Kesehatan 

yang diadakan 

  
8  

puskesmas 

                        

416,369,682  
DAK   

8  

puskesmas 

                

418,867,900  

1.02.02.2.04 

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas 

C,D Dn Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Tingkat daerah 

Kabupaten/Kota 

                

1.02.02.2.04.03 
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas 

Kesehatan 

Jumlah Rumah sakit dan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan yang 

mendapatkan izin 

operasional 

  
1 Rumah 

Sakit 

                  

53,299,800  
    

1 Rumah 

Sakit 

                  

53,619,599  

1.02.03 

PROGRAM PENINGKATAN  

KAPASITAS SUMBER DAYA 

MANUSIA KESEHATAN 

                

1.02.03.2.02 

Perencanaan Kebutuhan dan 

Pendayagunaan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan untuk UKP dan 

UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 

                

1.02.03.2.02.02 
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan sesuai Standar 

Jumlah SDMK yang tersedia 

sesuai Standar 
  50 orang 

                         

1,404,000,000  
DAU   50 orang 

            

1,412,424,000  

1.02.03.2.03 

Pengembangan  Mutu dan 

Peningkatan Kompetensi Teknis 

Sumber Daya Manusia Kesehatan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

                



  

 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(Output) 

Rencana Tahun 2022 

Catatan 

Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 

2023 

Lok

asi 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 

Dana 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.02.03.2.03.01 

Pengembangan  Mutu dan Peningkatan 

Kompetensi Teknis Sumber Daya 

Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah SDMK yang 

mengikuti Pengembangan 

mutu dan peningkatan 

Kompetensi 

   40 orang  
                              

11,071,200  
DAU    40 orang  

                  

11,137,627  

1.02.04 

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, 

ALAT KESEHATAN DAN 

MAKANAN MINUMAN 

                

1.02.04.2.01 

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, 

Toko Alat Kesehatan dan Optikal, 

Usaha Mikro Obat Tradisional 

(UMOT) 

                

1.02.04.2.01.01 

Pengendalian dan Pengawasan serta 

Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan 

Apotek, Toko Obat, Toko Alat 

Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro 

Obat Tradisional (UMOT) 

 Jumlah apotik ,Toko obat 

dan Optikal,Usaha Mikro 

Obat Tradisional (UMOT) 

yang memiliki Izin 

   35 apotek  
                          

81,650,000  
DAU    35 apotek  

                  

82,139,900  

1.02.04.2.03 

Penerbitan Sertifikat Produksi 

Pangan Industri Rumah Tangga 

dan Nomor P-IRT sebagai Izin 

Produksi, untuk Produk Makanan 

Minuman Tertentu yang dapat 

Diproduksi oleh Industri Rumah 

Tangga 

                



  

 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(Output) 

Rencana Tahun 2022 

Catatan 

Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 

2023 

Lok

asi 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 

Dana 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.02.04.2.03.01 

Pengendalian dan Pengawasan serta 

Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat 

Produksi Pangan Industri Rumah 

Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin 

Produksi, untuk Produk Makanan 

Minuman Tertentu yang dapat 

Diproduksi oleh Industri Rumah 

Tangga 

Jumlah Industri Rumah 

tangga yang diawasi 
  

 100 

industri 

RT  

                        

389,336,400  
DAU   

 100 

industri RT  

                

391,672,418  

1.02.05 

PROGRAM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

                

1.02.05.2.03 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

                

1.02.05.2.03.01 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

Jumlah UKBM Yang dibina   
 16 

UKBM  

                        

144,600,000  
DAU    16 UKBM  

                

145,467,600  

                    

  Jumlah       
                

199,330,436,077  
      

        

200,526,418,693  

 

 

 



  

 

BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

Program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tabel 4 1  

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2022 
 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(Output) 

Rencana Tahun 2022 

Catatan 

Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 

2023 

Lok

asi 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 

Dana 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  
URUSAN PEMERINTAHAN  

WAJIB YANG BERKAITAN 

DENGAN PELAYANAN DASAR 

                

1.02 
URUSAN PEMERINTAHAN  

BIDANG KESEHATAN 
                

1.02.01 

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

                

1.02.01.2.01 
Perencanaan, Penganggaran,  dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
                

1.02.01.2.01.01 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen Renstra, 

Renja dan Perubahan Renja 

yang disusun dan ditetapkan 

  
 6 

Dokmen  

                        

111,326,560  
DAU    6 Dokmen  

                

111,994,519  

1.02.01.2.01.06 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Jumlah Koordinasi dan 

penyusunan laporan capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

  
 2 

Dokumen  

                  

10,130,000  
DAU    2 Dokumen  

                  

10,190,780  

1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
Jumlah Dokumen  Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 
  

 1 

Dokumen  

                  

20,299,700  
DAU    1 Dokumen  

                  

20,421,498  

1.02.01.2.02 
Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 
                



  

 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(Output) 

Rencana Tahun 2022 

Catatan 

Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 

2023 

Lok

asi 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 

Dana 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
Jumlah ASN yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan 
   734 orang  

                  

51,405,498,869  
DAU    734 orang  

          

51,713,931,862  

1.02.01.2.02.04 
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 

SKPD 

Jumlah Dokumen Akuntasi 

yang disusun 
  

 2 

Dokumen  

                        

105,510,600  
DAU    2 Dokumen  

                

106,143,664  

1.02.01.2.05 
Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 
                

1.02.01.2.05.11 
Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan 

Jumlah Orang yang 

Mengikuti Pelatihan dan 

Bimbingan 

   20 orang  
                          

40,000,000  
DAU    20 orang  

                  

40,240,000  

1.02.01.2.06 
Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 
                

1.02.01.2.06.01 
Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Banguna 

kantor yang tersedia 

  

 11 

Kompone

n  

                          

19,501,000  
DAU   

 11 

Komponen  

                  

19,618,006  

1.02.01.2.06.06 
Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan 

Jumlah Bahan Bacaan dan 

peraturan perundang-

Undangan yang tersedia 

   3 media  
                          

30,000,000  
DAU    3 media  

                  

30,180,000  

1.02.01.2.06.09 
Penyelenggaraan  Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

Rapat Koordionasi dan 

Konsultasi yang diikuti dan 

dilaksanakan 

   720 orang  
                        

327,509,000  
DAU    720 orang  

                

329,474,054  

1.02.01.2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

                

1.02.01.2.07.02 
Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional yang tersedia 

sesuai kebutuhan 

   1 unit  
                    

1,450,000,000  
DAK    1 unit  

            

1,458,700,000  



  

 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(Output) 

Rencana Tahun 2022 

Catatan 

Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 

2023 

Lok

asi 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 

Dana 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel      20 unit  
                          

88,000,000  
     20 unit  

                  

88,528,000  

1.02.01.2.07.06 
Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 
     10 unit  

                          

60,090,000  
     10 unit  

                  

60,450,540  

1.02.01.2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
                

1.02.01.2.08.02 
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Jumlah biaya tagihan 

telepon, air dan listrik yang 

terbayarkan 

   12 bulan  
                        

323,464,410  
DAU    12 bulan  

                

325,405,196  

1.02.01.2.08.03 
Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

jumlah Perlengkapan Dan 

Peralatan Gedung Kantor 

yang diadakan 

   80 unit  
                        

118,215,250  
DAU    80 unit  

                

118,924,542  

1.02.01.2.08.04 
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

Ketersediaan Jasa pelayanan 

Umum Kantor Sesuai 

Kebutuhan 

   12 Bulan  
                        

547,469,760  
DAU    12 Bulan  

                

550,754,579  

1.02.01.2.09 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan  

Daerah 

                

1.02.01.2.09.02 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan 

Jumlah Kendaraan 

Operasional Dinas yang 

dipelihara dan dibayar 

pajaknya 

   15 unit  
                        

178,878,100  
DAU    15 unit  

                

179,951,369  

1.02.01.2.09.09 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya 

Jumlah gedung kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

dipelihara dan direhabilitasi  

   5 unit  
                          

21,963,300  
DAU    5 unit  

                  

22,095,080  

1.02.02 

PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN  DAN UPAYA 

KESEHATAN MASYARAKAT 

                



  

 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(Output) 

Rencana Tahun 2022 

Catatan 

Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 

2023 

Lok

asi 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 

Dana 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.02.02.2.01 

Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

                

1.02.02.2.01.09 
Rehabilitasi dan Pemeliharaan 

Puskesmas 

Jumlah Puskesmas Yang 

dipelihara 
   5 unit  

           

28,925,048,088  
DAK    5 unit  

          

29,098,598,377  

1.02.02.2.01.10 
Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan 

Lainnya 

Jumlah Fasilitas Kesehatan 

lainnya yang 

direhabilitasi/dipelihara 

  8 unit 
             

4,998,635,000  
DAK   8 unit 

            

5,028,626,810  

1.02.02.2.01.14 

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan 

Jumlah alat kesehatan /alat 

penunjang medik difasilitas 

pelayanan kesehatan yang 

diadakan sesuai standar 

   20 paket  
             

5,755,573,308  
DAK    20 paket  

            

5,790,106,748  

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 
Jumlah Obat dan Vaksin 

yang diadakan 
   15 paket  

                         

6,570,491,127  
DAK    15 paket  

            

6,609,914,074  

1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 
Jumlah Bahan Habis Pakai 

yang Diadakan 
   10 paket  

                         

3,452,653,829  
DAK    10 paket  

            

3,473,369,752  

1.02.02.2.01.20 

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat 

Kesehatan/Alat Penunjang Medik 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Jumlah alat kesehatan /alat 

penunjang medik difasilitas 

pelayanan kesehatan yang 

dpelihara secara rutin dan 

berkala 

   9 unit  
                            

162,570,000  
DAU    9 unit  

                

163,545,420  

1.02.02.2.01.21 

Distribusi Alat Kesehatan, obat, 

vaksin, Bahan Medis Habis Pakai 

(BMHP), makanan dan minuman ke 

puskesmas serta fasilitas kesehatan 

lainnya 

Jumlah alat Kesehatan Obat 

dan Vaksin yang di 

distribusikan 

   35 paket  
                            

185,375,000  
DAU    39 paket  

                

186,487,250  



  

 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(Output) 

Rencana Tahun 2022 

Catatan 

Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 

2023 

Lok

asi 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 

Dana 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.02.02.2.02 
Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

                

1.02.02.2.02.01 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 

Hamil 

Jumlah Ibu Hamil yang 

dilayani 
   100%  

                        

452,213,250  

DAK/DA

U 
   100%  

                

454,926,530  

1.02.02.2.02.02 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 

Bersalin 

 Jumlah Ibu Bersalin yang 

dilayani  
   100%  

                        

599,590,000  

DAK/DA

U 
   100%  

                

603,187,540  

1.02.02.2.02.03 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Bayi Baru Lahir 

Jumlah bayi baru lahir yang 

dilayani 
   100%  

                          

83,790,000  

DAK/DA

U 
   100%  

                  

84,292,740  

1.02.02.2.02.04 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita 

 Jumlah  Balita Yang 

dilayani  
   100%  

                        

190,991,000  

DAK/DA

U 
   100%  

                

192,136,946  

1.02.02.2.02.05 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Pendidikan Dasar 

 Jumlah Usia pendidikan 

Dasar yang dilayani 
   100%  

                        

216,472,000  

DAK/DA

U 
   100%  

                

217,770,832  

1.02.02.2.02.10 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 

Jumlah Penderita gangguan 

jiwa berat yang dilayani 

sesuai standar 

   100%  
                              

18,890,000  

DAK/DA

U 
   100%  

                  

19,003,340  

1.02.02.2.02.11 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis 

jumlah  Orang terduga 

tuberculosis yang dilayani 

sesuai standar 

   100%  
                            

176,142,000  

DAK/DA

U 
   100%  

                

177,198,852  

1.02.02.2.02.12 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 

Jumlah orang dengan Resiko 

terinfeksi HIV Yang dilayani 

sesuai standar 

   100%  
                            

186,886,050  

DAK/DA

U 
   100%  

                

188,007,366  



  

 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(Output) 

Rencana Tahun 2022 

Catatan 

Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 

2023 

Lok

asi 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 

Dana 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/Pagu 

Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.02.02.2.02.13 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi 

Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 

Biasa (KLB) 

Jumlah Penduduk yang 

terlayani pada kondisi 

Kejadian Luar biasa (KLB) 

   120 orang  
                    

4,634,529,845  

DAK/DA

U 
   120 orang  

            

4,662,337,024  

1.02.02.2.02.15 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat 

Jumlah Balita Gizi Buruk 

yang ditangani 
   9 kasus  

                    

2,046,256,100  

DAK/DA

U 
   9 kasus  

            

2,058,533,637  

1.02.02.2.02.16 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Kerja dan Olahraga 

Jumlah Pos UKK yang 

Dibina 
  

 11 

kelompok  

                        

186,960,000  

DAK/DA

U 
  

 11 

kelompok  

                

188,081,760  

1.02.02.2.02.17 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

Jumlah desa/kelurahan yang 

melaksanakan Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat 

(STBM). 

   4 Desa  
                        

477,249,521  

DAK/DA

U 
   4 Desa  

                

480,113,018  

1.02.02.2.02.18 
Pengelolaan Pelayanan Promosi 

Kesehatan 

 Jumlah penduduk umur ≥15 

tahun yang Merokok ==== 

Jumlah keluarga ber-

PHBS=== 

   2100 KK  
                        

307,085,082  

DAK/DA

U 
   2100 KK  

                

308,927,592  

1.02.02.2.02.19 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Tradisional ,Akupuntur,Asuhan 

Mandiri,dan Tradisional lainnya 

Jumlah Pelayanan Kesehatan 

Tradisional dibina dan 

diawasi 

  

 5 

Puskesma

s  

                          

10,000,000  

DAK/DA

U 
  

 5 

Puskesmas  

                  

10,060,000  

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 
jumlah Masalah kesehatan 

yang dideteksi lebih dini 
   11 kasus  

                        

228,188,000  

DAK/DA

U 
   11 kasus  

                

229,557,128  

1.02.02.2.02.21 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Masalah Kesehatan 

Jiwa (ODMK) 

Jumlah Orang dengan 

Masalah Kesehatan Jiwa 

yang Dilayani 

  100% 
                          

25,837,600  

DAK/DA

U 
  100% 

                  

25,992,626  



  

 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 
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Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.02.02.2.02.22 
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Jiwa dan NAPZA 

Jumlah Penderita Gangguan 

Jiwa dan Napza Yang 

dilayani 

   564 orang  
                        

332,026,650  

DAK/DA

U 
   564 orang  

                

334,018,810  

1.02.02.2.02.25 
Pelayanan Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak Menular 

Jumlah penyakit menular 

dan tidak Menular yang 

dilayani 

  
 4000 

kasus  

                    

1,497,817,295  

DAK/DA

U 
   4000 kasus  

            

1,506,804,199  

1.02.02.2.02.26 
Pengelolaan Jaminan Kesehatan 

Masyarakat 

jumlah  kepesertaan JKN 

(UHC)  
  

 245389 

jiwa  

                  

52,773,224,800  

DAK/DA

U 
  

 245389 

jiwa  

          

53,089,864,149  

1.02.02.2.02.29 
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota  

Sehat 

Jumlah Kecamatan yang 

menyelenggaran kabupaten 

Sehat 

  
 9 

kecamatan  

                        

117,792,400  

DAK/DA

U 
  

 9 

kecamatan  

                

118,499,154  

1.02.02.2.02.30 
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

Jumlah  FKTP yang 

melaksanakan layanan 

telemedicine 

  
 8 

puskesmas  

                    

1,000,000,000  

DAK/DA

U 
  

 8 

puskesmas  

            

1,006,000,000  

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 

Tersedianya biaya 

operasional PKM dan 

jaringannya 

  
 16 

puskesmas  

                  

19,292,863,101  

DAK/DA

U 
  

 16 

puskesmas  

          

19,408,620,280  

1.02.02.2.02.34 
Operasional Pelayanan Fasilitas 

Kesehatan Lainnya 

tersedianya biaya pelayanan 

fasilitas kesehatan lainnya  
   12 bulan  

                    

6,137,445,400  

DAK/DA

U 
   12 bulan  

            

6,174,270,072  

1.02.02.2.02.35 
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas 

Kesehatan di Kabupaten/Kota 

Jumlah puskesmas yang  

terakreditasi 
  

 9 

puskesmas  

                        

900,000,000  

DAK/DA

U 
  

 9 

puskesmas  

                

905,400,000  

1.02.02.2.02.36 

Investigasi Awal Kejadian Tidak 

diharapkan (Kejadian ikutan Pasca 

imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 

Jumlah Kasus KIPI yang 

dideteksi 
   160 kasus  

                          

28,896,000  

DAK/DA

U 
   160 kasus  

                  

29,069,376  

1.02.02.2.02.37 
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan 

Respon Wabah 

Jumlah Kasus yang potensi 

wabah yang dideteksi Secara 

Dini  

   5 kasus  
                                

760,000  

DAK/DA

U 
   5 kasus  

                        

764,560  
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1.02.02.2.03 
Penyelenggaraan  Sistem Informasi 

Kesehatan secara Terintegrasi 
              

                                    

-    

1.02.02.2.03.03 

Pengadaan Alat/Perangkat  Sistem 

Informasi Kesehatan dan Jaringan 

Internet 

Jumlah  Alat/Perangkat 

Sistem Informasi Kesehatan 

yang diadakan 

  
8  

puskesmas 

                        

416,369,682  
DAK   

8  

puskesmas 

                

418,867,900  

1.02.02.2.04 

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas 

C,D Dn Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Tingkat daerah 

Kabupaten/Kota 

                

1.02.02.2.04.03 
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas 

Kesehatan 

Jumlah Rumah sakit dan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan yang 

mendapatkan izin 

operasional 

  
1 Rumah 

Sakit 

                  

53,299,800  
    

1 Rumah 

Sakit 

                  

53,619,599  

1.02.03 

PROGRAM PENINGKATAN  

KAPASITAS SUMBER DAYA 

MANUSIA KESEHATAN 

                

1.02.03.2.02 

Perencanaan Kebutuhan dan 

Pendayagunaan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan untuk UKP dan 

UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 

                

1.02.03.2.02.02 
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan sesuai Standar 

Jumlah SDMK yang tersedia 

sesuai Standar 
  50 orang 

                         

1,404,000,000  
DAU   50 orang 

            

1,412,424,000  

1.02.03.2.03 

Pengembangan  Mutu dan 

Peningkatan Kompetensi Teknis 

Sumber Daya Manusia Kesehatan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 
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1.02.03.2.03.01 

Pengembangan  Mutu dan Peningkatan 

Kompetensi Teknis Sumber Daya 

Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah SDMK yang 

mengikuti Pengembangan 

mutu dan peningkatan 

Kompetensi 

   40 orang  
                              

11,071,200  
DAU    40 orang  

                  

11,137,627  

1.02.04 

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, 

ALAT KESEHATAN DAN 

MAKANAN MINUMAN 

                

1.02.04.2.01 

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, 

Toko Alat Kesehatan dan Optikal, 

Usaha Mikro Obat Tradisional 

(UMOT) 

                

1.02.04.2.01.01 

Pengendalian dan Pengawasan serta 

Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan 

Apotek, Toko Obat, Toko Alat 

Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro 

Obat Tradisional (UMOT) 

 Jumlah apotik ,Toko obat 

dan Optikal,Usaha Mikro 

Obat Tradisional (UMOT) 

yang memiliki Izin 

   35 apotek  
                          

81,650,000  
DAU    35 apotek  

                  

82,139,900  

1.02.04.2.03 

Penerbitan Sertifikat Produksi 

Pangan Industri Rumah Tangga 

dan Nomor P-IRT sebagai Izin 

Produksi, untuk Produk Makanan 

Minuman Tertentu yang dapat 

Diproduksi oleh Industri Rumah 

Tangga 
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Daerah dan Program/Kegiatan 
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Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.02.04.2.03.01 

Pengendalian dan Pengawasan serta 

Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat 

Produksi Pangan Industri Rumah 

Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin 

Produksi, untuk Produk Makanan 

Minuman Tertentu yang dapat 

Diproduksi oleh Industri Rumah 

Tangga 

Jumlah Industri Rumah 

tangga yang diawasi 
  

 100 

industri 

RT  

                        

389,336,400  
DAU   

 100 

industri RT  

                

391,672,418  

1.02.05 

PROGRAM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

                

1.02.05.2.03 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

                

1.02.05.2.03.01 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

Jumlah UKBM Yang dibina   
 16 

UKBM  

                        

144,600,000  
DAU    16 UKBM  

                

145,467,600  

                    

  Jumlah       
                

199,330,436,077  
      

        

200,526,418,693  

 

 



  

 

BAB V 

PENUTUP. 

 

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja 

maupun karena ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka diharapkan agar seluruh 

stake holder dapat memaksimalkan peran masing-masing dalam mengefektifkan dan mengefisienkan 

pelaksanaan kegiatan 

Kaidah-kaidah pelaksanaan : 

a. Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai berkewajiban untuk mengimplementasikan pecapaian tujuan, 

sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Sinjai  

Tahun 2022 

b. Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Renja Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 dan RKPD  Kabupaten Siunjai  Tahun 2022. 

c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai 

Tahun 2022, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2022 

Rencana tindak lanjut.: 

Optimalisasi pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka 

mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan 

kewenangan urusan pembangunan yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebagai salah 

satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai.  

Memperhatikan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya, kegiatan-kegiatan  yang tidak 

mempunyai daya ungkit terhadap pencapaian Visi misi kepala Daerah,Pencapaian SPM dan IKK, serta 

SDGs agar dipertimbangkan pelaksanaannya di tahun berikutnya 

Semoga Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai tahun 2022 ini dapat dijadikan acuan bagi 

seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah 

Kabupaten Sinjai.  

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam 

penyusunan dokumen ini.  

 

Sinjai, 7 September 2021 

Kepala Dinas Kesehatan 

 

 

 

dr. Emmy Kartahara Malik, MARS 

Nip : 19660328 200212 2 002 

 


